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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Masalah

Pembiayaan merupakan salah satu komponen penting
yang tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan pendidikan.
Setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan sangat bergantung
pada ketersediaan dan dukungan dana yang memadai. Proses
pendidikan pada suatu satuan pendidikan, seperti madrasah
atau pesantren, tidak akan dapat terlaksana tanpa dukungan dan
ketersediaan pembiayaan yang kontiniu dan memadai.

Biaya pendidikan sebenarnya memiliki cakupan yang
sangat luas, yaitu meliputi semua pengeluaran yang berkenaan
dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam pengertian ini,
setiap keluarga misalnya harus menyediakan sejumlah dana
untuk membiayai pendidikan anak-anaknya dari mulai uang
sekolah, pembelian buku teks, baju seragam, tas, sepatu, buku
dan alat tulis, uang transport, uang saku, biaya kursus atau les,
biaya ujian dan ulangan, biaya praktikum, biaya ekstra
kurikuler, dan lain-lain. Item pembiayaan tersebut akan
bertambah lagi bila seorang anak harus tinggal di asrama atau
mondok di pesantren. Dalam kasus seperti ini, seluruh biaya
hidup anak dari mulai makan, minum, tempat tingal, dan
berbagai kebutuhan lainnya harus dibiayai oleh orangtua.
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Dalam kenyataannya, pembiayaan pendidikan seorang

santri umumnya bersumber dari biaya pribadi (private cost)
yaitu pengeluaran orangtua atau keluarga untuk mendanai
pendidikan anak-anaknya (household expenditure). Berbeda
dengan lembaga pendidikan persekolahan, dalam konteks
pesantren, private cost ini boleh dikata merupakan sumber
pembiayaan pendidihnmsangatdominm Artinya, peranan
;P:l“mh dolam pembisyaan pendidikan santri jauh lebih
: .dﬂ’m‘l‘“g dengan pembiayasn atau belanja yang
:‘”"“““ dan dikelyarkan pemerintah untuk siswa sekolsh.
adahal, dalam kenyataannya, total biaya yang dibutubkan
seomngsanlrnagm-nmm,,,skimmmya tul / di pondol
P”Wadalahlebihbes«arbihdibandingdmganrehn-tekm
mereka yang menglut proses pendidikan di- lemboge
pendidikan persekolahan, Hal itu dil : aagitt
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dialokasikan pemerintah dalam APBN. Sedangkan kajian dan
telaah tentang pembiayaan pendidikan pada pondok pesantren,
apalagi satuan biaya riil atau unit cost per santri masih jarang
dilakukan. Kedua, kajian atau telaah tersebut seringkali
mengabaikan private cost yang bersumber dari orangtua atau
santri - seakan-akan diangap kurang penting — tidak sepenting
dana yang dikeluarkan pemerintah atau negara dalam
mendukung penyelenggaraan pendidikan sekolah. Ketiga;
kajian tersebut juga kurang komprehensif, dikarenakan tidak
sampai menghitung secara riil besaran unit cost yang harus
dikeluarkan seorang peserta didik untuk membiayai seluruh
pendidikannya. Telaah tersebut umumnya hanya menghitung
jumlah dana yang dikucurkan pemerintah ke sekolah dengan
cara membagi dana total dalam anggaran pendidikan (di tingkat
nasional atau daerah) dengan jumlah sekolah atau siswa yang
di dalamnya tercakup gaji guru dan tenaga kependidikan, biaya
operasional dan pemeliharaan, dan biaya penyelenggaraan
proses pembelajaran.

Selain hal-hal di atas, fokus kajian atau telaah tentang
pembiayaan pendidikan juga seringkali hanya berfokus pada
pendidikan persekolahan, seperti SD, SLTP, atau SLTA.
Kajian dan telaah tentang pembiayaan pendidikan pada pondok
pesantren, apalagi pada level besaran satuan biaya unit cost
santri, masih sangat jarang dilakukan. Kecenderungan tersebut



menyebabkan tidak tersedianya data yeng ekurl |
kompmhenmfmgbmmyamm Jikelus
mmmmwlmmmwmm
mm?adasﬂnmdlmﬂkd““w
adalah ftidak tersedianya rujukan bagi M “
mengalokasikan dana guna membiayai pendidikan 812
pesantren. Kemudian pada sisi lain, Pemmh L
mengalami kesulitan untuk menghitung berapa SE7
besaran dana yang idealnya harus Mow
mendukung pelaksanaan pendidikan pada pondok Pe
khuswnyabasnmmdaonspeninukmm““‘“' i
pendidikan. Hal ini bisa mendorong bagi \
konstribusi pemerintah proporsinya lebih kecil dif
orangtua atau masyarakat. Padahal, sesuai dengan F
UUD 1945, pemmmmmmhkoﬂﬁ“‘
wajib diselenggarakan oleh pemerintah. i
Kenyataan dan kecenderungan di atas SO
mempakandampemﬂdmymgwhxpkuﬁw

dilakukannya penelitian tentang unif cost santri pada K==
Pesantren di Sumatera Utara. ‘"

it
i

‘:
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B. Rumusan Masalah

Berdasar latar masalah di atas, maka secara umum
rumusan masalah penelitian ini adalah berapakah besaran riil
unit cost santri pada Madrasah Tsanawiyah dan Aloyah
pondok pesantren di Sumatera Utara? Secara khusus, rumusan
masalah tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa
pertanyaan berikut:

1. dari manakah asal atau sumber pembiayaan Madrasah
Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) pondok
pesantren Sumatera Utara?
komponen apa saja yang harus didanai atau dibelanjakan
dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan pada MTs
dan MA pondok pesantren Sumatera Utara?

3. berapakah besaran riil unit cost atau satuan biaya per
santri yang dikeluarkan orangtua untuk mendanai seluruh
komponen pembiayaan pendidikan santri pada MTs dan
MA pondok pesantren Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan data yang akurat dan komprehensif tentang unit
cost atau angka satuan biaya santri pondok pesantren Sumatera
Utara. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:
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1. mengetahui dari mana asal atau sumber-sumber
pembiayaan pendidikan pada MTs dan MA pondok
pesantren Sumatera Utara

bertanggung jawab terhadap pendidikan pondok pesantren,
yaitu:
1. Bagi pemerintah menjadi bahan masukan dalam

. mengetahui komponen apa saja yang harus dibiayai atau
dibelanjakan oleh MTs dan MA pondok pesantren
Sumatera Utara

" mengetah\ﬁberapakahbesamnﬁilunitcostataumm
biaya persantri yang dikeluarkan atau dibelanjakan
orangtua untuk mendanai seluruh komponen pembiayaan

pendidikan santi pada MTs dan MA pondok pesantres .

Sumatera Utara
.mengmmlis:isbemmnriilunit‘co.vtpendidikﬂﬂ""tﬂ

merumuskan kebijakan pemberian bantuan atau subsidi
dalam mendukung pelaksanaan pendidikan pada pondok
pesantren, khususnya dalam memperluas akses
pendidikan dan meningkatkan mutu pesantren.

. Bagi pimpinan umum atau kyai pesantren, penelitian ini

diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam
menghitung berapa besar kemungkinan biaya yang
diperlukan bagi peningkatan mutu pendidikan pesantren
dan pemberian subsidi kepada santri, merumuskan model
pengunaan unit cost santri yang efektif dan efesien, dan

menemukan strategi bagi diversivikasi sumber-umber
keuangan atau pembiayaan pondok pesantren di masa
depan.

3. Bagi masyarakat atau orangtua santri, penelitian ini
diharapkan bisa memberikan data yang akurat tentang
besaran riil dana yang harus disiapkan bagi mendukung
pelaksanaan pendidikan anak dalam menyelesaikan studi

memberikan konstribusi bagi merumuskan konsep-konseP & Sldie niaiien.

teoritis tentang ekonomi pendidikan pesantren. Sedangka? @j'
kaﬁs,temuanpenehummdxhampkanbdﬂ“
sebaga;dmm,mnmdwdijmmmﬂmdﬂ ,
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. Metodologi Penelitian
1. Desain Penelitian

Penelitian ini mengunakan mode of inquiry quantitative
non-experimental yakni jenis penelitian yang bertujuan ...
describe something that occurred ..without any direct
manipulation of conditions that are experienced’
Pendekatan mode of inquiry non-experimental yang
digunakan dalam penelitian ini adalah survai. Menurut
Masri, survai adalah penelitian yang mengambil sampel
dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat
pengumpul data yang pokok.”

Dalam melakukan survai, the investigator selects a
sample of subjects and administers a questionare oOr
conducts interviews to collect data. ... research is designed
so that Wormation about a large number of people
(population) can be infered from the responses obtained
Jfrom a smaller group of subjects (the sample).

Jenis survai yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
survey explorative atau penjajagan. Hal ini dilatari oleh
belum tersedianya data-data yang akurat dan formal

! James H. McMillan dan Sally Schumacher, Research in

Unit Cost Santri  Q
berkenaan dengan topik yang distudi. Karena itu, survai ini
dimaksudkan untuk melakukan pengumpulan data dan
penghitungan yang cermat terhadap unit cost santri pondok
pesantren di Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini, langkah-langkah survai yang
dilakukan diawali dari pembatasan ruang lingkup kajian,
merumuskan tujuan penelitian, mengidentifikasi populasi
untuk kemudian menarik sample studi secara random, dan
selanjutnya memilih dan membuat instrumen pengumpul
data. Setelah itu, dilakukan pelatihan peneliti lapangan
yang dilanjutkan dengan pengumpulan data yang
dibutuhkan. Setelah semua data berhasil dihimpun, langkah
berikutnya adalah memeriksa dan mentalli seluruh item
angket untuk keperluan analisis dan pembahasan hasil
penelitian. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan
disusu laporan penelitian
2. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh pondok pesantren
yang berada di wilayah propinsi Sumatera Utara.

3. Sampel Penelitian

. Dalam penelitian survai ini, pondok pesantren yang
mm A Conceptual Introduction (New York:Longman, 2001),

b dipilih sebagai sampel area sebanyak 14 (empatbelas)
i Singarimbun 4 :
Surval (akarta LESES, ‘m‘;"ms"ﬁm& Effendi (ed.), Metode Penelition pondok pesantren yang tersebar pada 7 (tujub) wilayah

James H. McMillan dan Sally Schumacher, op. cit., him. 34.
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kabupaten/kota di propinsi Sumatera Utara, yaitu (1) kota
Medan, (2) kabupaten Deli Serdang, (3) kabupaten
Langkat, (4) kabupaten Simalungun, (5) kabupaten
Labuhan Batu, (6) kabupaten Tapanuli Selatan, dan (7)
kabupaten Mandailing Natal (Madina). Dari seluruh sample
area terscbut, masing-masing diambil dua pondok
pesantren sebagai sample studi. Penentuan sampel
dilakukan dengan teknik random. Berdasarkan teknik ini,
maka pondok pesantren yang terpilih sebagai sampel studi

adalahsebagaimmtertempadatabelberihu:
Tabel 1: Lokasi dan nama pondok pesantren sampel studi
No Nama Pondok Kota/Kabupaten
Pesantern
01. KotaMm o] PP M‘KWAI‘M
o PP Raudhatul Hasanah
02. | Kabupat J o PP Darul Arafah
Sel'da‘nLDeh o PP mmm
03. Klbllp!tﬂlllllll t (o] PP.Bubuualam
©_PP Ulumul Qur’an
04 o PP Lugman
Simalungun o PP Muh. Darul Arqgam
0s. Kabu o PP Ahmadul Jariah
wobiabens oo PG omin
06. T .|lo PP
S Topmcl . P AN sinartoat
07 | Kabupaten o PP M
MandmhngNlhl © P.P Ma'had Darul Ikhlas
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Dari seluruh sampel studi di atas, santri yang dijadikan
sebagai responden dalam penelitian survai ini seluruhnya
bequmlah 185 orang. Kecuali Pondok Pesantren
Musthafawiyah Purbabaru kabupaten Madina, dari masing-
masing jenjang pendidikan, diambil 10 (sepuluh) orang
santri sebagai responden, yang terdiri dari 5 (lima) orang
laki-laki dan 5 (lima) perempuan. Sedangkan dalam kasus
pondok pesantren kabupaten Madina, jumlah responden
yang diambil sebanyak 65 orang santri yang terdiri dari 30
laki-laki dan 35 perempuan. Penyebaran sampel tersebut

bisa dilihat pada tabel 2 berikut:
Tabel 2: Penyebaran sampel santri berdasarkan lokasi dan jenjang
pendidikan
Kabupaten/ Kota Pinggir Kota |Jumlah
Kota MIs | MA | MTs | MA
Medan 10 10 - - 20
Deli Serdang - - 10 10 20
Langkat 5 5 5 5 20
Simalungun - - 10 10 20
Madina - - .25 40 65
Labuhan Batu - - | 10 10 20
Tap. Selatan - - 10 10 20
Jumlah 15 15 70 85 185
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4. Tipologi Sampel
Sampel penelitian ini diklasifikasikan ke dalam
beberapa tipologi, yaitu (1) jenjang pendidikan yang terdiri

dari MTs dan MA pondok pesantren, (2) letak geografi

e

MTs dan MA pondok pesantren yang terdiri dari pondok

pesantren kota dan pinggir kota, (3) status sosial-ckonomi ,’.‘,
santri, yang terdiri dari kaya, menengah, dan miskin, dan ff:

(4) pekerjaan orangtua santri.

Bila dilihat dari jenjang pendidikan (MTsdanMA)d‘“

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Penyebaran sampel berdasarkan jenjang pendidikan

Kabupaten/
Kota

ir Kota

3

MA

Jumlah .f-f

Medan

Deli Serdang

Langkat

Simalungun

Madina

Labuhan Batu

Tap. Selatan

Jumlah

2

- Nl Bl Bl B B

N B el R Bl B

Kemudian, bila dilihat dari lokasi atau letak geografi ',,
pondok pesantren, maka penyebaran sampel penelitian al

adalahsebagaimamtertempadatabelberihm
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Tabel 4: Penyebaran sampel berdasarkan letak geografi

Kabupaten/ Kota Kota Pinggir Kota |Jumlah
MTs | MA | MTs | MA
Medan 2 2 - - 4
Deli Serdang - - 2 A 4
Langkat 1 1 1 1 4
Simalungun - - 2 2 4
Madina - - 2 2 4
Labuhan Batu - - 2 2 4
Tapanuli Selatan - - 2 2 4
Jumlah 3 3 11 11 28

Selanjutnya, bila sampel dilihat berdasarkan satus
sosial ekonomi orangtua santri, maka penyebaran sampel
penelitian ini adalah sebagaimana tertera pada tabel
berikut:

Tabel 5: Penyebaran Sampel Berdasarkan Status Ekonomi Orangtua

Kabupaten/ | Kota Pinggir Kota | Jumlah
Kota Ka |Men | Mis {Ka | Men | Mis
Medan mf{9of|{-1-1 - - 20
DeliSerdang | - | - -1-1171] 3 20
Langkat 1| 5|4 |-1]7 3 20
Simalungun | - | - | - | -| 10 | 10 20
Madina - | - - |3 45|17 65
Lab. Batu - | - - 1-12] - 20
Tap. Selatan | - | - - 1211315 20
Jumlah 12|14 | 4 | 5|112] 38 185
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Tabel 6: Penyebaran Sampel Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua

Kabupaten/ Kota Pinggir Kota Jumlah
Kota T 12 13 14 1[5 Je [7 |1 ]2 |3 |4 |5]617
Medan o sl by B8 $.2 -1 -1 -1 -l- |- |- 20
Deli el 1% o -5 30] 1]a4la3%- F1 31 20
Serdang :
Langkat 729 ls | B F-"141 2l 1] 2} -}~ |- |5 20
Simalungun |- |- |- |- |- |- |- 7| 8| -| 4]- |- |1 20
Madina - decxlae b8 B oF. S ZIBSEIIESE 961 3 2 65
LabBatu |- |- |- |- |- |- |- [10] 2| 3| 4|1 |- |- 20
Tap. Selatan |- |- |- |- |- |- |- [15] 2| 1] 2{|- [- |- 20
Jumlah 9o |7 |7 |1 I3 |- |3 |79|27|15]22]|2]1 ]9 185
Keterangan:
(1) Petani (5) TNI/Polri
(2) Pedagang (6) Pensiunan
(3) Pengawai Negeri Sipil (7) lain-lain

(4) Pegawai Swasta

:
3
=

Seterusnya, berdasarkan pekerjaan orangtua ““ﬁ'

tertera pada tabel 5 berikut:
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5. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan m
penelitian ini adalah kuesioner yang berisikan sejlmﬂl
pertanyaan tertulis berkenaan dengan unit cost santri pondok -1"
pesantren. Bentukl:umoneryangdlglmalmnadaltlhiﬂsk“t »
semi terbuka (open-ended questionare). Bentuk ini senggja
dipilih untuk memberi peluang atau kesempatan kepada
responden guna memilih atau menuliskan sendiri secara

langsungjawabantambahan‘keﬁkabebaapaalternauf]awablﬂ
yang disediakan belum atau tidak sesuai dengan keadsan
responden yang sesungguhnya. Dengan demikian, Wb“h

peluang yang lebih besar untuk menjarung data yang lebih

mendalam dan akurat,
6. Sumber Data

Data penelitian ini akan dijaring dari berbagai sumber, yaitt
pimpinan atau kepala satuan pendidikan jenjang MTs dan MA
pondok pesantren, divisi logistik/ kepala asrama/ pengurus
koperasi pondok pesantren, bendahara/ direktur keuangsd
pondok pesantren, dan para santri pondok pesantren.

4 .
Masi Singarimbun dan Sofian Effends, op. cit, him. 178.
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7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, maka teknik
pengolahan data dilakukan dengan menggunakan statistik
deskriptif, yaitu mentransformasikan seluruh data tentang unit
cost santri ke dalam susunan yang dapat menggambarkan atau
mencirikan unit cost santri suatu pondok pesantren dari seluruh
pondok pesantren yang diteliti. Untuk itu akan digunakan tabel-
tabel distribusi frekuensi (distribution frequency). Hal ini selain
dimaksudkan untuk mempermudah penyajian dan interpretasi
data, juga untuk memudahkan para pembaca dalam memahami
temuan penelitian. Selanjutnya, untuk mendeskripsikan secara
lebih rinci unmit cost santri seluruh pondok pesantren yang
diteliti, maka digunakan pengukuran tendensi sentral dengan
mengunakan nilai rerata (mean).
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Dalam kenyataannya, dilihat dari sumber pendanaan,
pembiayaan pendidikan umumnya berasal dari pemerintah,
masyarakat, dan sumber-sumber lainnya.! Secara spesifik,
sumber pembiayaan pemerintah bisa berasal dari pendapatan
negara dari sektor pajak, pendapatan dari sektor non-pajak,
keuntungan dari sektor barang dan jasa, usaha-usaha negara
lain, seperti divestiasi saham pada BUMN, dan bantuan dalam
bentuk hibah (gramy) atau pinjaman luar negeri (loan)?
Kemudian sumber pendanaan masyarakat bisa pula berasal dari
orangtua, keluarga, atau masyarakat dalam arti luas. Sedangkan
sumber-sumber lainnya bisa berasal dari badan-badan atau
Yyayasan swasta penyandang dana pendidikan, baik dari dalam
maupun luar negeri.

Dalam tataran praktis, pemerintah sering disebut -
sebagai penyandang utama pembiayaan pendidikan. Statemen
ini setidaknya dilatari oleh dua hal. Perfama, secara
konstitusional, pemerintah disebut sebagai pihak yang
bertanggung jawab mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa. Dalam konstitusi secara tegas dinyatakan

! Mintarsih Danumihardja, Manajemen Keuangan Sekolah

(Jakarta: Uhamka Press), 2004, him. 54-57.
? Dedi Supriyadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah
(Bandung: Remaja Rosdakarya), 2003, him. 5.
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bahwa negara memprioritaskan angaran pendidikan sekurang-
kurangnya 20% dari total APBN serta APBD untuk kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional’ Kedua, dalam

_kenyataannya, pemerintah memang merupakan unsur yang
terlibat secara langsung dalam merencanakan, melaksanakan,
dan sekaligus mengevaluasi seluruh program dan aktivitas
pendidikan. Penyediaan gedung, sarana pembelajaran,
pengangkatan guru dan pegawai, perancangan, pembaharuan,
dan perubshan kurikulum, adalah diantara contoh konkrit
keterlibatan langsung pemerintah dalam penyelenggaraan
pendidikan.

Dalam konteks pembiayaan, pada setiap tahun
anggaran, pemerintah menyusun dan mengalokasikan sejumlsh
dana untuk membiayai program dan pelaksanaan pendidikan.
Dana yang dialokasikan tersebut umunya digunakan untuk
membiayai operasional pendidikan, dari mulai gaji guru dan
pegawai, pembangunan dan pemeliharaan gedung/sarana,
penyediaan sarana, fasilitas, dan alat pembelajaran, bahkan
umumnya berasal pemerintah pusat dan daerah. Anggaran

pembiayaan yang bersal dari pemerintah pusat bersumber dari:

! Lihat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
1945,
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan
dari pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan yang bersumber dari
APBN didistribusikan secara nasional ke seluruh daerah
tingkat I untuk membiayai kegiatan rutin pendidikan yang
tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang seckarang
disebut Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA). Sedangkan
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD* yang
di dalamnya tercakup pembiayaan berbagai sektor
pembangunan di mana salah satu di antaranya adalah
pendidikan.

Sumber pembiayan pendidikan berikutnya adalah
masyarakat, yakni orangtua atau keluarga peserta didik. Dalam
kenyataannya, bila sebuah keuarga ingin menyekolahkan
anaknya ke suatu institusi pendidikan, maka mereka harus
menyediakan dan mengeluarkan sejumlah dana untuk
keperluan pendaftaran, uang sekolah, kegiatan ko dan ekstra
kurikuler, baju seragam, sepatu, tas, buku dan alat-alat tulis,
alat-alat pembelajaran dan olahraga, transportasi, uang saku,
bahkan sampai biaya-biaya insidental seperti peringatan hari-
hari besar nasional dan keagamaan, dan lain-lain. Semakin

4

Leblh lanjut lihat Undang-Undang Nomor 22 tentang
Pemerintahan Daerah.
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banyak komponen yang harus dibiayai, maka akan ser
bmdamyangharusdisediakandandikeluarkm

Biaya pendidikan yang harus disediakan dan di
orangtua tersebut bisa meliputi biaya langsung (direct W
biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung ¥
selmmmyayanghmud:hyarhnommkem
anaknya dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Ment
Fatah, biaya langsung ini bisa tediri dari biaya-biays ¥
dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pem"‘r‘,
kegiatan belsjar anak.’ Sedangkan biaya tidak langsung ¥
pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang fﬁ.;,
terjadi i sekolah, misalnya biaya hidup, biaya transpor®
biaya jajan, biaya keschatan, dan biaya
(opportunity cost).’ '
Besamya penerimaan pembiayaan l"“‘lidihn
masyarakat atau orangtua, baik perorangan maupun i
atau yayasan, umumnya bergantung pada e
Konstribusi pembiayaan pendidikan dari muw""‘

i’
i

.?'._x

umumpan,wmmuw’

‘WM o);.?&pthA
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orangtua ini merupakan wujud nyata dari implementasi pasal
46 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
menyatakan bahwa pendanaan pendidikan ~merupakan
tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat. Dalam penjelasan pasal 46 tersebut
dinyatakan bahwa sumber pendanaan dari masyarakat itu
mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf,
zakat, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan,
keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-
lain penerimaan yang sah.’

Sumber-sumber pembiayan pendidikan berikutnya
adalah badan-badan funding pendidikan, baik berasal dari
dalam maupun luar negeri, yang berminat dan berkepentingan
untuk pengembangan dan kemajuan pendidikan. Bentuk-
bentuk bantuan pembiayaan yang diberikan badan-badan atau
yayasan funding tersebut bisa berupa beasiswa, bantuan sarana
atau alat pembelajaran, pelatihan, dan lain-lain.

Banyaknya pihak yang telibat dalam pembiyaan
pendidikan mengindikasikan kenyataan betapa besamya
komponen-komponen yang harus dibiayai dalam pelaksanaan
pendidikan. Dari satu sisi, komponen pembiayaan tersebut bisa
menyangkut pembiayaan rutin maupun insidental. Pembiayaan

’ Lihat pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya
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rutin adalah pembiayaan yang menyangkut dan berpengaruh
secara efektif terhadap proses pembelajamnpadasmmmhﬂi
pendidikan. Sedangkan pembiayaan insidental adahh
pembiayaan yang dibutuhkan pada waktu atau kondisi tettm
untuk mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran.

Dari sisi lain, koponen pembiayaan pendidikan bisa ;
pula menyangkut biaya pendidikan secara keseluruban (total
cost) dan biaya satuan per siswa (unif cost). Total cost adalah :.;I‘
seluruh biaya yang dibelanjakan oleh seluruh peserts didik
pada satu satuan atau jenjang pendidikan tertentu ik
membmymselumhkompomndankggmnymgbm
dengan pendidikannya. Sedangkan unit cost adalsh besarif e
dialokasikan untuk membiayai pendidikannya, baik DeriP=
biaya lanssmsmaupmndakunm Bedanya dengan 0td/
cost, unit cost ini merupakan ukuran yang mgpnw
seberapa besar sebenamya dana riil yang dibayarkan per SiSW®
ke sekolahsckolah secara efekif unfuk kepentinganoy dal#%!
menempuh pendidikan.® Dengan kata lain, wnit cost sdalsh
besaran biaya yang dikeluarkan per siswa untuk 1

Lihat Nanang Fatah, op. cit, him. 24.
’LMMMDmmﬂmdja,ap cit,, him. 7.
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dan insidental. Di antara bentuk komponen rutin yang harus
dibiayai misalnya uang sekolah, pembelian buku dan alat-alat
tulis, biaya ulangan umum dan ujian nasional, biaya praktikum,
biaya ko dan ekstra kurikuler, uang makan, uang saku,
transportasi, dan lain-lain. Sedangkan komponen insidental
yang juga harus biayai misalnya uang pangkal/pendaftaran,
pembelian baju seragam sekolah, baju olah raga, sepatu, tas,
buku teks, uang asrama/ mondok, dana sosial, dana peringatan
hari-hari besar nasional dan keagamaan, dana kesehatan, dan
lain-lain

Besar kecilnya unit cost akan ditentukan oleh seberapa
banyak komponen-komponen pendidikan yang harus dibiayai
oleh individu siswa. Dalam tataran praktis, seluruh komponen
tersebut umumnya tercantum dalam Rencana Anggaran dan
Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh suatu satuan
pendidikan. RAPBS mencakup dua hal pokok, yaitu rencana
pendapatan dan rencana pengeluaran atau belanja sekolah.
Dalam rencana pendapatan terdapat komponen sumber dana,
baik yang berasal dari pemerintah, siswa/orangtua (terutama
dari iuran rutin sekolah), dan masyarakat. Sementara dalam
rencana pengeluaran terdapat komponen gaji (umumnya gaji
guru dan pegawai) dan non gaji (pemliharaan, pengadaan
sarana, penyelengaraan pembelajaran, dan kegiatan ekstra
kurikuler). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Supriadi,
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RAPBS ini umumnya mencerminkan kekuatan sekolah dalam
membiayai pendidikannya dan sekaligus mengambarkan rata-
rata status sosial ekonomi keluarga para siswa."°
Secara praktikal, ada dua pendekatan yang biasanya
digunakan untuk menentukan biaya satuan atau unif cost siswa/
santri, yaitu pendekatan makro dan mikro. Dalam konteks
pendekatan makro, perhitungan pembiayaan didasarkan pada
keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima
jumlahsiswa/sanu'i.Berbedadenganitu,pendekatanmikrO
mendasarkan  perhitungan  biaya berdasarkan alokais
pengeluaran per komponen kegiatan pendidikan yang
digunakan oleh siswa/santri.
beberapa kategori pembiayaan pendidikan, Pertama, biaya
langsung (direct cost) dan tidak langsung (indirect cost)
sebagaimana telah dipaparkan terdahulu. Kedua, biaya pribadi
(private cost) dan biaya sosial (social cost), Biaya pribadi
(private cost) adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan
anak-anaknya atau lebih dikenal dengan istilah pengeluaran
rumah tangga (household expenditure), Sedangkan biaya sosial
(social cost) adalah biaya yang dikeluarkan oleh kat
“nt“kpeﬂdidikan,baikmelaluisekolahaw:punpqiakyang

10, e g
Lihat Dedi Supriyadi, op, cit, him, 67,

P
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dihimpun pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai
pendidikan. Ketiga, biaya dalam bentuk uang (monetary cost)
dan bukan uang (non monetary cost).

Pada umumnya, faktor utama yang menentukan
perhitungan besarnya biaya pada satu satuan pendidikan adalah
kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan.. Dalam
tataran praktikal, kebijakan pengalokasian anggaran ini selalu
disesuaikan dengan kemampuan suatu sekolah atau madrasah
yang didasarkan pada besar-kecilnya penerimaan pembiayaan,
baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah,

‘masyarakat, orangtua, maupun sumber-sumber pembiayaan

lainnya,

Untuk menghitung besarnya biaya penyelenggaraan
pendidikan pada suatu satuan atau jenjang pendndlkan dapat
dilakukan dengan menghitung pengeluaran total (fotal cost)
dan jumlah biaya satuan (unit cost). Biaya total merupakan
gabungan seluruh biaya per komponen input pendidikan pada
setiap sekolah atau madrassh. Sedangkan satua biaya
pendidikan (unit cost) merupakan ,biaya rata-rata yang
dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan pada sekolah atau
madrasah per siswa per tahun anggaran. Satuan biaya
pendidikan ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran
sekolah atau madrasah serta banyaknya siswa atau santri
sckolah atau madrasah tersebut. Karena itu, satuan biaya (unit
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cost) ini dapat diketahui dengan cara membagi seluruh jumlah
pengeluaran sekolah/ madrasah setiap tahun dengan jumlah
siswa/sanuipadamhmyangbersanmcaminiju@am-~f
dilakukan untuk menghitung besamya satuan biaya yang

dikeluarkan orangtua atau keluarga setiap tahunnya.

Berdasarkan hal ini, maka perhitungan satuan biaya pendidikan

dapat menggunakan formula sebagai berikut:

Sb (s,t) = £ {K (s,t) dan M (s,1)}

Keterangan:
Sb satuan biaya persiswa/santri pertahun
K jumlah seluruh pengeluaran
M Jumlah siswa/santri
s sekolah tertentu
t tahun tertenty

B. Beberapa Studi tentang Pembiayaan Pendidikan
| Studi tentang pembiayaan pendidikan sudah banyak
dilakukan, baik untuk kepentingan ilmiah murni maupun untuk

| } .
Lihat Dedi Supriad, tbid,, him, 37,
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Mochammad Idochi Anwar telah melakukan studi untuk
meneliti transformasi biaya pendidikan dalam layanan
pendidikan pada level perguruan tinggi dengan mengambil
lokasi di Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan studi tersebut
diketahui bahwa meskipun biaya pendidikan pada jenjang
pendidikan tinggi di Bandung menunjukkan kenaikan yang
signifikan dari tahun ke tahun, namun kenaikan tersebut belum
mempunyai dampak yang berarti terhadap peningkatan kualitas
pelayanan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Di antara
penyebabnya adalah, meskipun secara nominal biaya
pendidikan bertambah besar, namun nilai nominal atau daya
beli mata uang menurun.'

Persoalan tentang biaya pendidikan pada tingkat satuan
pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar Negeri di kota Pekan
Baru, pernah diteliti Wagiman pada tahun 1992. Penelitian ini
menemukan bahwa perencanaan anggaran belum sinkron
dengan prioritas alokasi anggaran guna menunjang peningkatan
mutu atau kualitas program pengajaran. Penyebabnya adalah
unit cost yang lebih kecil bila dibanding dengan kebutuhan SD

2 Elaborasi lebih lanjut lihat Moch. Idoci Anwar, Transformasi

Biaya Pendidikan dalam Layanan Pendidikan pada Perguruan Tinggi
Rrrirme (Ramdwne: PPe FICIP Randung), 100Q.
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Negeri dan kekurangmampuan sekolah dalam memanfaatkan
dana untuk menunjang kegiatan pembelajaran.'®
Pada tahun 1993, World Bank dan Ditjen PUOD"
melakukan studi tentang satuan biaya pendidikan. Hasil studi
kedua lembaga ini menemukan bahwa konstribusi masyarakat
terhadap pendidikan berkorelasi dengan status sosial ekonomi
masyarakat pada suatu daerah. Besaran penerimaan biaya
siswa mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat. Karena
itu, berdasar studi tersebut, disimpulkan bahwa biaya
pendidikan merupakan - fungsi dari struktur ekonomi
masyarakat di suatu daerah.
‘Pada tahun 1995, Badan Penelitian dan Pengembangan

(Balitbang) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga

telah melakukan penclitian tentang pembiayaan pendidikan
Berdasar studi terscbut diketahui bahwa: (1) meskipun
Pendldlkandasarmengalamimbuhanyangmhﬁfm
o, L8t Waginan, Pengelolaan B

iaya Pendidikan dalam
Destrity omesksanaan Program Pengajaran di SD Negerl (studi
Koca Pokr g Eelolaan Biaya Pendidikan di SD Negeri dalam
1993 , Penclitian Tesis (Bandung: PPs IKIP Bandung),

the p;LMmm Indonesia: Public Expenditures, Prices, and
Country Departemen DC: East Asia and Pacific Regional Office,

Lihat Ditjen PUOD, Penelitian dan
Sekolah Dasar (Jakarta: Dy Pengkajian Satuan Biaya
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namun tingkat efisiensi internal masih relatif rendah. Hal
tersebut ditunjukan oleh semakin tingginya angka putus
sekolah dan tingal kelas, (2) sekitar 73,7% angkatan kerja
Indonesia masih berpendidikan SD atau lebih rendah, karena
tidak tamat SD dan tidak sempat sekolah, (3) pemerataan dan
akses antara berbagai strata sosial ekonomi menunjukkan
bahwa terdapatketimpangan akses antara murid yang berasal
dari keluarga berpendapatan tinggi dengan keluarga yang
berpendapatan rendah. Kemudian, terdapat kecenderungan kuat
bahwa anak-anak yang berdomisili di perkotaan memperoleh
manfaat yang lebih besar dari subsidi pendidikan yang
diberikan oleh pemerintah, dan (4) anggaran atau biaya
pendidikan SD Negeri sebahagian besar atau 92,39% masih
bergantung pada pemerintah pusat. Sedangkan peran orangtua
dalam menanggung seluruh beban biaya pendidikan SD masih
relatif rendah atau 6,98%. Selain itu, konstribusi sumber
pembiayaan lainnya, sepeti APBD, BP3, dan dunia usaha juga
masih rendah.

Studi tentang pembiayaan pendidikan pada tingkat satuan
pendidikan dasar dengan mengambil lokasi di Jawa Barat juga
telah dilakukan oleh Nanang Fatah. Studi tersebut
menyimpulkan bahwa pembiayaan memiliki konstribusi yang
signifikan terhadap mutu pendidikan SD di Jawa Barat. Secara
spesifik, penelitian ini juga menemukan bahwa pembiayaan
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berkorelasi secara signifikan dengan PBM dan kualitas hasil _; :

belajar peserta didik. 'S

Masih pada lokasi di Jawa Barat, yaitu Cirebon,

Mintarsih Danumihardja melakukan penelitian tentang
manajemen keuangan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
(SLTP) negeri dan swasta dengan fokus studi pada keterkaitan
level biaya dengan mutu lulusan. Studi ini menemukan bahwa
SLTP yang memiliki biaya pendidikan yang lebih tinggi
terbukti mampu mengelola PBM yang lebih baik dibanding
SLTP yang sebaliknya. Sedangkan kualitas PBM yang lebih
baik lebih mampu menghasilkan out put atau lulusan yang
lebih berkualitas, '’

Masalah pendanaan pendidikan di Indonesia juga telsh

Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Dunia (World
Bank), dan Departemen Pendidikan Nasional.'® Selain temu

* Lihat dalay
Pendiditan @ d‘;};m Nanang Fatah, Ekonomi dan Pembiayoan
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pakar dan praktisi pendidikan, kelompok kerja ini juga
melakukan studi kasus di tiga propinsi, yaitu Sumatera Barat,
Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Berdasar hasil studi dan
bahasan yang dilakukan, kelompok kerja reformasi pendidikan
ini berkesimpulan bahwa proporsi anggaran pemerintah untuk
pendidikan masih tergolong rendah. Dari total anggaran,
proporsi anggaran pendidikan nasional yang bersumber dari
pemerintah pusat hanya sekitar 5-8%. Kelompok kerja juga
menemukan bahwa penyedia utama pendidikan di Indonesia
adalah Departemen Pendidikan Nasional yang diikuti oleh
Departemen Agama sebagai penyedia utama kedua. Sumber
penerimaan sekolah negeri adalah anggaran rutin (DIK) dan
anggaran pembangunan (DIP). Pada tingkat SD, masih terdapat
sumber lain, yaitu INPRES SD dan subsidi untuk sekolah
dasar, yakni Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan
(SBPP)."

Kelompok kerja juga menemukan bahwa semakin tinggi
tingkat pendidikan, semakin besar alokasi dana pemerintah per
siswa/mahasisa. Pada tingkat SD, rata-rata alokasi dana per
siswa sebesar Rp. 221.000,-, SLTP sebesar Rp. 337.000,-,

; " Saat ini, ada terminologi untuk menyebutkan biaya serupa,
yaitu dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada
seluruh satuan pendidikan dasar (SD/MI) sebagai kompensasi kenaikan
harga BBM untuk pembiayaan pendidikan.



Unit Cost Santri 34

SMU sebesar Rp. 721.000, SMK sebesar Rp. 894.000,- dan
pendidikan tinggi sebesar Rp. 1.600.000,-.

Kelompok kerja juga menemukan bahwa lebih dari 80%
alokasi dana pemerintah dikeluarkan untuk membayar gaji
guru pada jenjang SD dan SLTP. Total angaran pembangunan
untuk pendidikan dasar, termasuk INPRES SD, hanya sebesar
15% dari total alokasi anggaran. Kemudian ditemukan pula
bahwa rata-rata anggaran per siswa pada sekolah negeri lebih
tinggi dibanding sekolah swasta. Alokasi pemerintah pusat
adalahsumberpewimaanterbem,bnikdiSDnegerime“ﬂ
swasta. Sedangkan pada sekolah menengah, keluarga atau
yayasan merupakan penyumbang utama penerimaan sekolah,
berh'sarantata66-86%daxitoulpenerimmsekolah.

Studi terbaru. tentang satuan biaya pendidikan tingkat
dasar dan menengsh adalah peelitian yang dilakukan Dedi
Supriadi® Penelitian tersebut dilakukan pada 6 (cnam)
propinsi, yaits Sumatera Utara, Jawa Barat, DI Yogyakarts,
JawaTimur,Bali,danKalimanmnBamt.Hasilpeneliﬁan
tersebut menyimpulkan bahwa peranan pemerintah sangat
menonjol dalam pembiayaan pendidikan di sckolsh negeri
yaitu 83% di tingkat SD, 81% dj tingkat SLTP, 78% di tingkat
SMU, dan 79% di tingkat SMK. Sekitar 95.99% dana

* Lihat Dedi §
Menengah (Bandung: upriyadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan

Remaja Rosdakarya), 2003,

B I .Y
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pemerintah tersebut digunakan untuk membayar gaji guru dan
pegawai. Namun bila dihitung dari total biaya per siswa yang
memungkinkan mereka dapat mengikuti proses pendidikan di
sekolah, peran pemerintah dalam pembiayaan pendidikan
ternyata hanya meliputi 19-30%, masyarakat (selain orangtua)
hanya memberikan konstribusi sebesar 1-4%. Karena itu,
melalui penelitian ini diketahui bahwa konstribusi terbesar
dalam pembiayaan pendidikan sebenarnya ditanggung orangtua
atau keluarga, yaitu sebesar 68-80%. Begitupun, jumlah ini
belum termasuk biaya kesempatan (opportunity cost), yaitu
hilangnya kesempatan anak untuk memperoleh pendapatan
atau melakukan hal-hal yang produktif dan berguna bagi
keluarganya (misalnya membantu orangtua) karena mereka
bersekolah. Melalui penelitian tersebut juga ditemukan ternyata
dana yang dibayarkan langsung oleh orangtua ke sekolah hanya
25% untuk tingkat SD dan SLTP , 24% untuk tingkat SMU,
dan 34% untuk tingkat SMK Selebihnya, dana tersebut
dibelanjakan langsung oleh para siswa tanpa melalui sekolah.
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PONDOK PESANTREN SUMATERA UTARA

A. Sumber Dana MTs Pondok Pesantren

Dari manakah sumber-sumber dang untuk membiayai '.

Penyclengaraan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs)

pondok pesantren di Sumatera Utara? Studi ini menemukan bahwa
sumber pembiayaan tersebut berasal dar 5 (lima) sumber, yaitu: (1)
pemerintah, (2) orangtua atay keluarga santri, (3) yayasan, (4) infiag
atu "fa_qaf masyarakat, dan (5) usaha pondok pesantren. Temuan
penclitian ini memberikan gambaran bahwa sumber-sumber
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baru kurang lebih dua tahun belakangan ini diterima pondok
pesantren. Itu artinya, pada masa-masa sebelumnya dapat
dikemukakan bahwa belum ada konstribusi riil pemerintah dalam
membiayai penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren, kecuali
bantuan yang bersifat insidentil dan sangat terbatas.

Penelitian ini menemukan bahwa sudah sejak lama pondok
pesantren banyak memanfaatkan sumber pembiayaan dari orangtua
atau keluarga santri. Pada umumnya, dana yang berasal dari
orangtua atau keluarga santri seluruhnya diperoleh MTs pondok
pesantren melalui Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) dan
biaya konsumsi atau makan-minum santri yang disetorkan ke
pondok pesantren.

Selain dari orangtua dan pemerintah, MTs pondok pesantren
juga memiliki sumber pembiayaan yang berasal dari yayasan. Pada
umumnya, pengurus yayasan pondok pesantren adalah merupakan
keturunan atau kerabat kyai. Selain itu, gejala umum juga
memperlihatkan bahwa dalam realitasnya, yayasan umumnya
memberikan ‘suntikan’ dana ke MTs pondok pesantren hanya
untuk membantu menanggulangi kekurangan pembiayaan
Operasional, baik untuk keperluan gaji maupun non gaji. Meskipun
pondok pesantren Hidayatulah kabupaten Deli Serdang dapat
disebut sebagai pengecualian, umumnya yayasan pondok pesantren
lain yang diteliti memperlihatkan fenomena yang sama.
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Sumber pembiayaan MTs pondok pesantren berikutnya
adalah infag atu wagaf masyarakat. Bila menermati histori
pondok pesantren di Indonesia, sebenarnya infaq atu waqaf buk |
saja merupakan modal awal, tetapi juga sumber-sumber yang trut
menjamin kontinuitas dan perkembangan pendidikan pada p
pesantren. Dalam berbagai kasus, kehadiran scbush pondok:
pesantren seringkali dibangun di atas tansh wagaf
setempat dan infag merupakan sumber funding yang menghi
pcsantren dengan berbagai aktivitas pendidikannya. Dalam St

Penehtlmenemuhnbahwasumberdamyangbeml
infaq atn waqaf diperoleh pesantren dari masyarakat atau doDSiE
perorangan, baik dalam bentuk uang tunai (cash money) &
bantuan pengadaan sarana dan fasilitas pendidikan,
pembangunan masjid, pengadaan ruang perpustakaan, T
belq""mwmhn.panbang\mnjalanpum
lain-lain. 4

Akhimya, pembiayaan pondok pesantren juga tidak ¢
dari ussha mandiri yang dirintis dan dikembangkan T
mmmmmsmm
ini menemukan bahmjmmmmpom
umumya terdiri dari usaha koperasi, perkebunan, P
perbengkelan, dan lain-lain.
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Secara umum dapat dikemukakan bahwa besar-kecilnya dana
yang diperoleh dari seluruh sumber di atas, disamping bergantung
pada besar-kecilnya uang SPP, juga sangat bergantung pada besar-
kecilnya jumlah santri yang belajar pada MTs pesantren yang
bersangkutan. Sebagai contoh, pondok pesantren Musthafawiyah
yang jumlah santrinya mencapai 6000 orang, memperoleh dana
BOS lebih besar bila dibanding pesantren lain yang ada di
Sumatera Utara. Demikian juga, pondok pesantren Darul Arafah di
kabupaten Deli Serdang dan Raudhatul Hasanah di kota Medan
memperoleh dana SPP dan konsumsi yang lebih besar dibanding
Pesantren lain dikarenakan jumlah santri yang belajar pada kedua
Pesantren tersebut jumlahnya memang lebih besar.

Dari seluruh pondok pesantren yang distudi, kecuali
kabupaten Madina, sumber pembiayaan terbesar MTs pondok
pesantren Sumatera Utara umumnya diperoleh dari orangtua atau
keluatga santri melalui dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan
(SPP), kemudian pemerintah melalui dana BOS, usaha pondok
Pesantren, yayasan, dan wagaf. Dalam kasus Madina, sumber
pembiayaan terbesar diperoleh MTs pondok pesantren dari
pemerintah melalui dana BOS. Dari 14 pondok pesantren yang
distudi, hanya pondok pesantren di kabupaten Deli Serdang,
Simalungun dan Labuhan Batu yang memperoleh sumber
Pembiayaan dari yayasan dan infag atau wagaf masyarakat.
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Sementara itu, dari seluruh pesantren, hanya pondok pesantren
Ulumul Qur’an di kabupaten Langkat yang menerima kucuran dana J
tetap setiap tahun dari pemerintah kabupaten (Pemkab).
Berdasar penclitian yang dilakukan, kecuali MTs pondok
pesantren kota Medan, umumnya lokasi MTs pondok pesantren
tidak memiliki keterkaitan yang signifikan dengan besaran dana
yang diperoleh pondok pesantren. Artinya, untuk wilayah tingkat
dua Sumatera Utara, lokasi pesantren kota-piggir kota fidak
memiliki keterkaitan dengan besaran dana yang berhasil diperoleh
dari sumber-sumber yang tersedia. Dalam konteks besaran dana,
dalam tabel 6 dapat diketahui bahwa MTs podok pesantren kota
Medanmenqnpaﬁwutanpemmadalamhalbesamnpendm G
yang berhasil diperoleh dari seluruh sumber pembiayasn, yaitn
sebesar Rp. 3.440.810.000,-. Posisi tersebut secara berturut-turut
ditempati oleh MTs pondok pesantren Deli Serdang (Rp
2.508.370.000,-), Labuhan Batu (Rp. 1.032.470.000,), Langkat kota
(Rp. 778.166.867,-), Tapanuli Selatan (Rp. 755.750.000,-), Madina
(Rp. 727.305.500-), Langkat pinggir kota (Rp. 411.565.000), dan
akhimya Simalungun (Rp. 230.692.000,). Secara rinci jumlgh
pendapatanMI‘spondokpmmrmdmselmuhsumbupendm
tersebut bisa dilihat pada tabel berikut: '
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Dari seluruh sampel studi, tiga MTs pondok pesantren tidak
memiliki usaha mandiri, yaitu pondok pesantren Babussalam
Tanjung Pura di kabupaten Langkat, pondok pesantren Al-
Mukhtariyah Sungai Dua, dan pondok pesantren Purbangal
Sosopan di kabupaten Tapanuli Sclatan. Sedangkan scbelas MTs
pondok pesantren lainnya, masing-masing memiliki usaha mandiri
yang turut memberikan konstibusi bai membantu pembiayaan
pendidikan MTs. Secara spesifik, jenis usaha dan besaran dana

yang diperoleh dari usaha mandiri masing-masing MTs pondok

pesantren dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 8: Jenis dan penghasilan usaha mandiri pondok pesantren

Kabupaten Kota D de Pughedlen (Bl s
Koperasi | Peskebunn |Petemakn | Laindsin |
Medan | Al-Kautsar 20.000.000 $ - g
Raudhsh Hasanah | 64.000.000 R : 13
Deli | Hidayata lsh -] 1.800.000] 2.400.000 13
Serdang ["Dyorul Arafah | 112.000.000 -|75.000000]
Langkat | Ulimul Quian | 3.600.000 | 24.000.000 -| so00000]
Simalo- | Darul Arqam 180.000 | 2.100.000 3
ogun (7 omen 3000000 | 2:000.000
Daral Ikhas 41000.000 -[ 2000000 1
Labub- | Ahmadul Jasish 30.000.000
aaBatu 4} Makshum 1.800.000 ) L
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B. Pengeluaran/ Belanja Rutin MTs Pondok Pesantren

Secara umum, jenis atau ragam pengeluaran seluruh MTs

pondok pesantren meliputi dua komponen pokok, yaitu: (1) gaji
dan, (2) non gaji. Namun bila diurai secara rinci, pengeluaran non
gaji termyata mencakup tujuh komponen pengeluaran atau belanja
rutin yang terdiri dari: (1) belanja ATK, (2) langganan daya dan
jasa, seperti listrik, air, telepon, dan koran, (3) kegiatan belajar
mengajar dan penyelenggaraan ujian, (4) pemeliharaan dan
perawatan gedung atau sarana, (5) pembinaan dan peningkatan
kualitas guru, (6) konsumsi santri dan guru, dan (7) pengeluaran
lain-lain, seperti untuk biaya porseni, kegiatan ekstra kurikuler, dan
insentif guru. Dengan demikian, bila digabung dengan gaji, maka
ragam komponen belanja rutin MTs pondok pesantren Sumatera
Utara meliputi delapan komponen belanja atau pengeluaran.

Dari delapan komponen di atas, ada dua komponen utama
yang menyedot dana terbesar yang harus dibiayai MTs pondok
pesantren, yaitu gaji dan konsumsi santri/guru. Dalam konteks ini,
seluruh MTs pondok pesantren terbagi ke dalam dua kelompok.
Pertama, pada pondok pesantren kota Medan, Deli Serdang, dan
Langkat, komponen pembiayaan terbesar pertama yang harus
dibiayai adalah konsumsi santri/guru yang diikuti berturut-turut
oleh gaji, biaya kegiatan belajar mengajar (KBM), dan komponen
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lainnya. Kedua, pada pondok pesantren kabupaten Simalungun,

Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, dan Madina, komponen
pembiayaan terbesar yang menempati posisi pertama adalah gaji
yang diikuti secara berturut-turut oleh konsumsi santri/guru, biaya

KBM dan penyclenggaraan ujian, dan komponen lainnya,
Perbedaan ini tampaknya berkaitan erat dengan lokasi pondok
pwanu'en.Medanmerupakankotabesardansekaligusihm !

pmpinsiSumatemUtara.SedangkanLangkatdanDeliSerchng

merupakan dua kabupaten yang berdekatan dan pintu gerbang
memasuki kota Medan. Pada ketiga wilayah ini, biaya hidup relatif
lebih tinggi bila dibanding dengan kabupaten lainnya yang terletak
jauh dari ibukota propinsi Sumatera Utara, Medan. Tinginya biaya
hidup tersebut discbabkan harga bahan-bahan kebutuhan pokok
konsumsi yang memang relatif lebih tinggi bila dibanding dengan
kabupaten Simalungun, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, dan
Madina. Rician belanja MTs pondok pesantren Sumatera Utara
untuk komponen gaji dan konsumsi per tahun dapat dilihat pada

tabel 9.
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Tabel 9: Belanja atau Pengeluaran MTs pondok pesantren untuk
komponen gaji dan konsumsi/ tahun

. ta §
RPN | e ressire )

Gaji Konsumsi  §
L Medan 769.935.000,- | 1.983.470.000,-
2. Deli Serdang 448.000.000,- | 1.822.500.000,-
3 Langkat: kota 141.685.200,- |  502.320.000,-
per. kota | 112.608.000,- | 236.600.000,-
4. Simalungun 90.144.800,- 86.800.000,-
5. Labuhan Batu 440.500.000,- |  321.000.000,-
6. 325.100.000,- |  215.000.000,-
v A 493.100.000,-

Dari tabel di atas tampak bahwa MTs pondok pesantren di
kabupaten Mandailing Natal tidak mengeluarkan dana untuk
membiaya konsumsi santri dan guru. Berbeda dengan pondok
pesantren lain dimana para santri membayarkan biaya konsumsinya
ke pesantren, pada pondok pesantren Musthafawiyah dan Ma'had
Darul Ikhlas kabupaten Madina, seluruh santri membiayai
konsumsi makan-minum mereka secara mandiri. Artinya, pondok
pesantren tidak memberikan pelayanan dapur umum atau mengutip
biaya untuk keperluan makan-minum harian santri. Karenanya,
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pada kedua pondok pesantren salafiyah ini, seluruh santri ada m
memasak sendiri, ada yang membayar makan atau berlanganan ke
warung, dan ada pula sebahagian lain yang makan dengan m;
membayar langsung ke warung setiap kali mereka makan. Kondisi
inlmempakmsulnhsamciﬁkhaspesmt:ensalaﬁyahyaﬂsm~
membedakannya dengan pesantren khalafiyah. ]
Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pondok Pesantren (RAPBPP), sctelah komponen konsumsi dan
gaji, KBM merupakan komponen pembiayaan peringkat ketigs
terbesar yang harus didanai MTs pondok pesantren, Dalam konteks
ini, pondok pesantren kabupaten Labuhan Batu menempati posisi
pertama dengan nominal belanja sebesar Rp. 157.000.000,-, diikuti
berturut-turut oleh kota Medan sebesar Rp. 131.000.0007
kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp. 111.000.000,-, kabupaten
Madina sebesar Rp. 103.000.000,-, kabupaten Deli Serdang sebesif
Rp. 69.850.000,-, kabupaten Langkat sebesar Rp. 57302.00% ‘
(kota) dan Rp. 29.895.000,- (pinggir kota), dan kabupaed
Simalungun dengan belanja sebesar Rp. 17.248.000,-.
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Tabel 10 Pen eluaran M'l‘s Pondok Pesantren untuk KBM/ tahun

Kabupaten/K Juml;: nl:;;g:la‘;m
| 1 Labuhan Batu Rp. 157.000.000,-
2 Medan Rp. 131.000.000,-
3 Tapanuli Selatan Rp. 111.000.000,-
4 Mandailing Natal Rp. 103.000.000,-
5 Deli Serdang Rp. 69.850.000,-
6 Langkat: kota ‘Rp. 57.302.000,-
Pgr. kota ; 29.895.000,-
Simalungun Rp. 17.248.000,-

Belanja terbesar berikutnya yang didanai MTs pondok
Pesantren Sumatera Utara adalah insentif guru dan langganan daya
dan jasa. Dalam hal insentif guru, pondok pesantren salafiyah di
kabupaten Madina menempati urutan pertama terbesar dikuti
berturut-turut oleh MTs pondok pesantren kota Medan, kabupaten
Tapanuli Selatan, Deli Serdang dan Labuhan Batu, Langkat, dan
akhimya Simalungun. Berbeda dengan itu, dalam hal belanja
langganan daya dan jasa, peringkat pertama ditempati MTs pondok
Pesantren kota Medan diikuti berturut-turut oleh MTs pondok
Pesantren kabupaten Madina, Tapanuli Selatan, Deli Serdang,
Langkat kota, Labuhan Batu, Simalungun, dan akhimya Langkat
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pinggir kota. Secara rinci mengenai besaran pengeluaran MTs Labuhan Batu. Secara rinci mengenai hal ini adalah sebagaimana
pondok pesantren untuk insentif guru dan langganan daya dan jasa tertera pada tabel 12.
ini dapat dilihat pada tabel 11. *

; Tabel 12: Pengeluaran MTs pondok pesantren untuk porseni dan
Tabel 11: Pengeluaran untuk insentif guru dan langganan daya dan jasa kegiatanekstmkurikuler/tahun

18.320.000,-
58.900.000,-
17.200.000,-
16.000.000,-
11.580.000,-

11.820.000,-
6.920.000,-

8.100.000,-

Sumber Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pondok Pesantren (RAPBPP) juga memperlihatkan bahwa besaran
Pengeluaran MTs pondok pesantren untuk komponen pembiayaan
Pembinaan dan peningkatan kualitas guru dapat dikatakan masih

pondok pesantren untuk membiayai Porseni dan kegiatan ekstra
k\mkulerdalamsetahunberhsarantamkp 6.000.000,- sampai Rp.

251000000 . Dalam hal ml,pondokpmhw’rwli tergolong rendah, bahkan pada MTs pondok pesantren kota Medan
Tem.mmpatl urutan pertama diikuti berturut-turut oleh dan kabupaten Labuhan Batu, berada di bawah komponen belanja
apanuli Selatan, Medan, Del Serdang, Langkat Simalungun, dan ] ATK. Dari seluruh sampel studi, MTs pondok pesantren kota

Medan, kabupaten Madina, Tapanuli Selatan, dan Deli Serdang
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adalah wilayah dimana pesantrennya mengalokasikan dana antar
Rp. 10.000.000, sampai Rp. 15.000.000, per tahun
mendanai pembinaan dan peningkatan kualitas guru, ANgKAl
MTs pondok pesantren di kabupaten Langkat, Labuhan Batu, da
Simalungun, mercka rata-rata hanya mengeluarkan dana antara F
3.000.000,- sampai "

N[ W W] -

B|8|8 |8 |85 |8 |F
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Berkaitan dengan peralatan atau alat tulis kantor (ATK),
hanya dua MTs pondok pesantren yang pengeluarannya berada di
atas sepuluh juta dalam setahun. Sedangkan MTs pondok pesantren
lainnya, belanja ATK berkisar antara dua juta sampai lima juta
rupiah pertahun. Dalam hal belanja ATK ini, MTs pondok
pesantren kota Medan menempati posisi pertama tertinggi yang
kemudian diikuti berturut-turut oleh MTs pondok pesantren
kabupaten Labuhan Batu, Deli Serdang, Tapanuli Selatan, Madina,
Langkat, dan Simalungun (lihat tabel 14).

Tabel 14: Pengeluaran MTs pondok pesantren untuk belanja ATK

Kabupaten/Kota Jumlah Pengcl
Pembla g

Komponen lain yang dibiayai MTs pondok pesantren setiap
tahunnya adalah belanja pemeliharaan dan perawatan gedung dan



Unit Cost Santri 52

sarana atau fasilitas. Untuk komponen ini, rata-rata MTs pondc
pesantren menghabiskan dana antara Rp. 2.000.000,-
sampai Rp. 12.500.000,- tertinggi setiap tahunnya. Belanja te;
ditempati oleh MTs pondok pesantren kota Medan dan
MTs pondok pesantren kabupaten Langkat. Rincian
belanja komponen ini dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15: Pengeluaran MTs pondok pesantren untuk pemeliharaan )
dan perawatan gedung dan sarana i

g E|F|F|F|F|F|F
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C. Pengeluaran atau Belanja Orangtua Santri MTs
Pondok Pesantren
1. Pengeluaran Orangtua Santri Pada Awal Tahun Ajaran

Ada dua komponen terbesar yang harus dibiayai orangtua
atau keluarga santrl ketlka awal tahun anaknya mendaftar atau
masuk ke MTs pondok pesantren, yaitu: (1) uang pangkal atau
uang bangunan, dan (2) biaya konsumsi makan-minum santri. Bagi
orangtua yang mendaftarkan anaknya ke MTs pondok pesantren
kota Medan, kabupaten Deli Serdang, Langkat, dan Simalungun,
uang pangkal merupakan komponen pengeluaran terbesar yang
harus mereka bayar. Setelah itu, komponen berikutnya adalah
belanja pakaian seragam dan ibadah, pembelian buku pelajaran
atau kitab, konsumsi santri, uang saku, alat pembelajaran, dan
komponen lainnya. Sementara itu, bagi para orangtua yang
mendaftarkan anaknya ke MTs pondok pesantren kabupaten
Labuhan Batu dan Tapanuli Selatan, komponen terbesar pertama
yang harus mereka biayai adalah menyangkut konsumsi atau
makan-minum santri. Setelah itu, komponen berikutnya secara
berturut-turut adalah belanja pakaian seragam, ibadsh, dan olah
raga, pembelian kitab atau buku pelajaran, uang pangkal, sewa
pondokan santri, uang saku, dan komponen lainnya.
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Dapat dikemukakan bahwa awal tahun ajaran merupakan.
masa dimana para orangtua santri harus mengeluarkan dana dal ‘
jumlah yang besar untuk membisysi pendidikan anaknya di MTs |
pondok pesantren. Berdasar data yang diperoleh dari lapang _
diketabui bahwa ada dus puluh dua komponen belanja yang "
dibiayai orangtua pada awal tahun ajaran ketika anknya mends i»,,_‘{ |
ke MTs pondok pesantren Sumatera Utara. Ragam komponen _‘
besaran biaya yang harus dibelanjakan orangtua ini ¢ ‘
menggambarkan betapa besamnya konstribusi orangtua dalam
membiayai pendidikan pada MTs pondok pesantren. Meskipun
tidak seluruh komponen berlaku untuk semua MTs pondok
Pesantren, data sebagaimana tertera pada tabel 15 bisa memberikan
gambaran objketif tentang banyaknya jenis atau komponen belanja
yang dibiayai orangtua atau keluarga santri pada setiap awal tahun
ajaran. 4

Dari selumhsampelymgdimm,pomkpmmm}
Medan menempati rangking pertama dengan rata-rata total biaya
scbesar Rp. 3.383.000,- yang harus dikeluarkan orangtua santri
pada awal tahun ajaran ketika anaknya masuk MTs pondok
pesantren. Posisi ferscbut berturut-turut diikuti oleh pondok
pesantren kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 2.084.500,
Labuhan Batu scbesar Rp. 1520000, Langkst sebesar Rp.
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1.417.000,- (kota) dan Rp. 1.241.500,- (pinggir kota), Tapanuli
Selatan sebesar Rp. 1.282.500,-, dan posisi terakhir ditempati
kabupaten Simalungun dengan biaya sebesar Rp. 1.213.000,-.

Dari seluruh ragam belanja yang harus dibiayai orangtua santri
padu awal tuhun sjaran terscbut, komponen terbesar ditempati olch
uang pangkal, konsumsi santri, belanja pakaian seragam, pakaian
ibadah, dan pakaian olahraga, pembelian kitab atau buku
pembelajaran, uang saku, biaya SPP, dan komponen lainnya.
Secara rinci, komponen dan besarnya belanja yang harus
dikeluarkan orangtua santri pada awal tahun ajaran ketika anaknya
masuk MT's pondok pesantren dapat dilihat pada tabel 16.
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sambungan
No - Komponen Madina rmcc.rnb Batu .ﬂwbwzm_: m.o_wg
e Emm:.qc 000 ~vEmmr._oo 000 E 55.000
ban b 4

w Mwwm.ﬁmm_m:% 15.000 50.000 10.000
3 | Biaya ulangan Umum 13.000 40.000 10.000
4 | Biaya ujian nasional 10.000 60.000 37.500
5 | Konsumsi/makan-minum 180.000 200.000 200.000
6 | Asrama/pondokan 40.000 80.000 75.000
7 | Biaya praktikum 17.500 45.000 -
8 | Kegiatan ekstrakurikuler 28.000 -
9 | Pakaian seragam/atribut 175.000 :u.ooo 185.000
10 | Pakaian olahraga 40.000 100.000 90.000
11 | Pakaian sholat/ibadah 175.000 145.000 125.000
12 | Pembelian buku pelajaman 215.000 185.000 155.000
13 | Pembelian akt tulis 105.000 80.000 75.000
14 | Pembelian sepatu 60.000 65.000 65.000
15 | Pembelian tas 40.000 40.000 55.000
16_| Uang saku santri 100.000 75.000 80.000
17 | Biaya transportasi =
18 | Sumbangan sosial u.ooo u.ooo 5.000
19 | PHBI 2.500 7.500 5.000
20 | Cuci pakaiaa 40.000 40.000 40.000
21 | Dana kesehalan - 20.000 10.000
22 | Dana organbasi santri 2.500 7.500 5.000 |

Jumlah 1.333.500 1.520.000 1.282.500 |

Tabel -m gﬁg%gzﬂuvgg?mgcgnig&gu
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No

Medan

D.

S

w@m&ﬁﬁu Kota Pinggir Kota Pinggir | Pinggir |
1__| Uang pangkal/bangunan | 900.000 525.000 500.000 400.000 150.000
2 | SPP 110.000 50.000 45.000 20.000 25.000
3 | Biaya ulangan Umum 50.000 30.000 20.000 15.000 40.000
4 | Biaya ujian nasional - 20.000 25.000 20.000 -
5__ | Konsumsi/makan-minum 192.500 187.500 130.000 170.000 125.000
6 Asrama/pendokan 65.000 50.000 30.000 20.000 45.000
% wﬁv“w!g 40.000 40.000 10.000 10.000 10.000
8 g ekstrakurikuler 85.000 50.000 6.000 4.500 10.000
9 wu_s.su seragam/atribut 250.000 200.000 150.000 150.000 150.000
10 vn_BBb okhraga 150.000 125.000 40.000 50.000 40.000
11 g sholat/ibadah 400.000 150.000 150.000 100.000 120.000
12 voBvo_mgg pelajaran 425.000 215.000 80.000 100.000 175.000
13 —...oB&o_mbb alat tulis 200.000 100.000 30.000 50.000 75.000
14| Pembelian sepatu 100.000 | 105.000 60.000 | 30.000 45.000
"M MM”@M»W:E “Mi 50.000 50.000 30.000 20.000 wc..ooo
2 wsm _ Nco.oom 100.! ooo 60.000 50.000 75.000
18 | Sumbangas sosial 8.000 S ooc u.coo u.ooo 6 oom
Mo PHBI » 10.000 10.000 1.000 1.000 ~°.°8
0 | Cuci pakaian 45.000 40.000 40.000 20.000 Ao.ooo
21 | Dana kesehatan : 40.000 15.000 4.000 5.000 8.80
22 | Dana orgaxisasi sants 62.500 17.000 1.000 1.000 2.000

Jumlah 3.383.000 | 2.084.500 | 1.417.000 | 1.241.500 1.213.000
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Tabel 17: Pengeluaran rutin orangtua santri MTs pondok pesantren Sumatera Utara/ bulan

No Komponen Medan D. Serdan Langkat Simalungun
Pengeluaran Kota Pinggir Kota Pinggir Pinggir
1 | SPP 110.000.- 50.000.- | 45.000.- | 20.000.- 25.000.-
2 | Konsumsi/makan-minum | 192.500.- 187.500.- | 130.000.- | 170.000.- 125.000.-
3 | Asrama/pondokan 65.000.- 50.000.- | 30.000.- | 20.000.- 45.000.-
4 | Uang saku santri 200.000.- 100.000.- | 60.000.- | 50.000.- 75.000.-
5 | Cuci pakaian 45.000.- 40.000.- | 40.000.- | 20.000.- 40.000.-
Jumlah 612.500.- 427.500.- | 305.000.- | 280.000.- 310.000.-
Sambungan
No Komponen Madina Labuhan Batu Tapanuli Selatan
Pengeluaran Pinggir Pinggir Pinggir
1 | SPP 15.000.- 50.000.- 10.000.-
2 | Konsumsi/makan-minum 180.000.- 200.000.- 200.000.-
3 | Asrama/pondokan 40.000.- 80.000.- 75.000.-
4 | Uang saku santri 100.000.- 75.000.- 80.000.-
5 | Cuci pakaian 40.000.- 40.000.- 40.000.-
Jumlah 375.000.- 445.000.- 405.000.-

Secara umum, setidaknya ada lima komponen utama |
harus didanai orangtua santri setiap bulannya kepada anak-an |
mereka yang studi di MTs pondok pesantren Smatera Utara, yaiti

2. Pengeluaran Rutin Bulanan Orangtua Santri

A1)

bahwa besaran biaya per bulan yang secara berk

Uanssakusantri,dan(S)cucipakaian.Melaluistudiinidi\
dibelanjakan orangtua untuk kontinuitas studi anaknya di

(1) blaya SPP, (2) bistys konsumsi, (3) bayar asrama/pondokan, ()

pondok pesantren Sumatera Utara sangat variatif. Untuk .

e

kemudian diikuti berturut-turut oleh biaya konsumsi, SPP, se¥

)

pondok pesantren kota Medan, komponen belanja terbesar yao§ |

asrama, dan biaya cuci pakaian. Total biaya perbulan yang bar

Berbeda dengan itu, untuk MTs pondok pesantren
berada di luar kota Medan, komponen belanja terbesar pe am

dibelanjakan orantua santri rata-rata sebesar Rp. 627.000,-.

1

il

’ ari KU

minum santri dan uang saku. Peringkat pembiayaan :
sangat variatif antara komponen biaya asrama, SPP, dan ,1

pakaian. Secara rinci, belanja rutin yang setiap bulan dikeluat®
omgt“““““'iMTSl"’lld()kperlantnmSumateraUtllrad!‘P‘t

pada tabel berikut:
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Berdasarkan data di atas, bila seluruh komponen belanja
per bulan dijumiahkan, maka rata-rata belanja rutin yang hare
dikeluarkan orangtua santri per tahun untuk membiayai pendid
anak-anaknya nyantri pada MTs pondok pesantren Sumatera
adalah scbesar Rp. 4221429, Bila jumlah ini dirinci, MT!
pondok pesantren kota Medan menempati rangking pertama yang
menyedot dana terbesar dari orangtua atau keluarga santri. Pc
berikutnya ditempati oleh MTs pondok pesantren kabup:
Labuhan Batu, kemudian kabupaten Deli Serdang, kabupsted |
Tapanuli Selatan, kabupaten Madina, kabupaten Simalungun, dan |
akhimya kabupaten Langkat (lihat tabel 18) :

Tabel 18; Pengelumnmnmgnuunm MTs pondok pes
SumatemUm'nltahun

glelelzlzlz |z

BAB IV

UNIT COST SANTRI MADRASAH ALIYAH
PONDOK PESANTREN SUMATERA UTARA

A. Sumber-Sumber Pembiayaan Madrasah Aliyah
Pondok Pesantren

Berdasar penelitian lapangan yang dilakukan, diketahui
bahwa pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah
Aliyah (MA) pondok pesantren Sumatera Utara berasal dari dua
sumber utama, yaitu: (1) pemerintah, baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah, dan (2) | orangtua atau keluarga
santri. Sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat
diperoleh MA pondok pesantren Sumatera Utara melalui
Bantuan Khusus Murid (BKM). Kemudian sumber pembiayaan
yang berasal dari pemerintah daerah diperoleh lewat Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh MA
pondok pesantren setiap tahunnya. Sedangkan sumber
Pembiayaan yang berasal dari orangtua atau keluarga santri
diperoleh MA pondok pesantren melalui dana Sumbangan
Pembiayaan Pendidikan (SPP) dan biaya konsumsi atau makan-
minum santri

Dari seluruh sampel studi diketahui bahwa orangtua atau
keluarga santri merupakan funding utama dalam membiayai
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penyelenggaraan pendidikan pada MA pondok
Sumatera Utara. Dalam kasus ini, dari seluruh sampel
bahkan terdapat empat MA pondok pesantren yang
pembiayaan pendidikannya 100% berasal dari orangtua
keluarga santri. Sedangkan MA pondok pesantren
konstribusi pembiayaan dari orangtua atau keluarga
diperoleh lewat dana SPP dan konsumsi yang rata-rata m
91,55% (terendah) sampai 94,47% (tertinggi). Berdasar W
angka tersebut, maka sumber pembiayaan dari pemeri h

dalam membantu penyelenggaraan pendidikan pada MA pondok

pesantren  Sumatera Utara hanya berkisar antara 5»2”‘
(terendah) sampai 845% (tertinggi). Data-data rinci mengensi
besarnya konstribusi darj kedua sumber pembiayaan M

dapat dilihat pada tabel 19 berikyt-

Tabel 19:Besamnpmmse i
pembiayan pemerintah dan orangtua
4 meﬂokpemmswuwmhun

N x- 2
o Rt | - Suunbey e (Ry)
§ i Medan Pemerintsh | 9% - Orangtuz %
v 3
e - | 2.747.010.000,
Serdang ) T 000.-] 100
1 Tingatr 1.687.140.000;

25.990.000,- [ 6,37 | 382.200.000,-(93,63

Labuhan Baty

NS is

Mandailing Natg]

p.kota |12.480 000-( 5 47
S- . s " )28 223.440.“’0 % i
omalugin 113,650,000, | 8.45 | 147 840,000,913

w,
- - -11.185.000.000,-] 1004
2panuli Selatan [34.200,000,. 6,51 | 4914000001340

- - 492.400.000,- lw i
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Dari seluruh pondok pesantren yang distudi, diketahui
bahwa hanya enam MA pondok pesantren yang mendapat
Bantuan Khusus Murid (BKM) dari pemerintah, yaitu dua
pondok pesantren di kabupaten Langkat, dua pondok pesantren
di kabupaten Simalungun, dan dua pondok pesantren di
kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian, berdasar hasil studi
diketahui pula bahwa satu-satunya MA pondok pesantren yang
memperoleh sumber pembiayaan dari pemerintah daerah
(Pemda) adalah MA pondok pesantren Ulumul -Qur’an yang
berada di kabupten Langkat kota. Berdasarkan sumber Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pondok Pesantren (RAPBPP)
diketahui bahwa tidak satu pun MA pondok pesantren Sumatera
Utara yang memperoleh sumber dana untuk membiayai
pelaksanaan pendidikannya dari yayasan dan infag atau wakaf
masyarakat. Secara spesifik, sumber-sumber pembiayaan MA
pondok pesantren Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 20
berikut:
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B. Belanja Rutin/Pengeluaran Madrasah Aliyah
Pondok Pesantren

Tidak berbeda dengan jenjang Tsanawiyah, belanja rutin
Madrasah Aliyah Pondok Pesantern Sumatera Utara juga
mencakup delapan komponen pengeluaran, yaitu: (1) gaji, )
belanja ATK, (3) langganan daya dan jasa, seperti listrik, air,
telepon, dan koran, (4) kegiatan belajar mengajar, (5)
pemeliharaan dan perawatan gedung/sarana, (6) pembinaan dan
peningkatan kualitas guru, (7) konsumsi santri dan guru, dan (8)
pengeluaran lain-lain, seperti untuk porseni, kegiatan ekstra
kurikuler, dan insentif guru.

Berdasarkan data RAPBPP, pengeluaran rutin terbesar
pertama yang harus didanai MA pondok pesantren kota Medan,
kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Simalungun adalah
konsumsi yang diikuti oleh komponen gaji. Berbeda dengan'itu,
untuk MA pondok pesantren kabupaten Labuhan Batu, Tapanuli
Selatan dan Madina, belanja rutin yang merupakan pengeluaran
terbesar pertama ditempati oleh komponen gaji kemudian

konsumsi santri/guru. Secara rinci, belanja rutin MA pondok
pesantren Sumatera Utara untuk komponen gaji dan konsumsi
dapat dilihat pada tabel 21 berikut:
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Tabel 21: Belanja atau Pengeluamn MA pondok pesantren untuk
komponen gaji dan konsnms: santri-gury/ tahun

vl oo nas

Tabel di atas memperlihatkan bahwa hanya MA pondok
pesantren kabupaten Madina yang tidak mengeluarkan biaya

untuk konsumsi santri-guru. Hal ini dikarenakan pondok
pesantren kabupaten Madina, baik Musthafawiyah Purbabaru
maupun Ma'had Darul Ikhlas Dalan Lidang, keduanya
merupakan pondok pesantren salafiyah dimana para santri dan
guru secara mandiri memenuhi sendiri kebutuhan makan-
minumnya masing-masing. Karena itu, biaya konsumsi santri-
guru tidak termasuk belanja rutin yang harus didanai oleh
pondok pesantren kabupaten Madina.

I e P |
Pengeluaran/ Pembtayaan (Rp)

1 847.500.000,- |

2. | Deli Serdang 477.830.000,- | 1.028.500.000,-]

3. |MandailingNatal | 378.500.000,-

4. | Tapanuli Selatan | 250.100.000,-| 155.000.000,-

5. | Labuhan Batu 235.000.000,-|  115.000,000;-

6. | Langkat: kota 139.700.000,- | 200,920,000,
86.250.000,- |  100.250.000.-
58.775.000,- |
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‘Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Pondok Pesantren (RAPBPP), setelah komponen
konsumsi dan gaji, KBM merupakan komponen pembiayaan
peringkat ketiga terbesar yang harus didanai oleh MA pondok
pesantren. Dalam konteks ini, MA pondok pesantren kabupaten
Tapanuli Selatan menempati posisi pertama dengan nominal
belanja sebesar Rp. 81.000.000,-, diikuti berturut-turut oleh kota
Medan sebesar Rp. 75.000.000,-, kabupaten Labuhan Batu
sebesar Rp. 72.000.000,-, kabupaten Madina sebesar Rp.
55.000.000,-, kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 33.050.000,-,
kabupaten Langkat sebesar Rp. 27.500.000,- (kota) dan Rp.
19.350.000,- (pinggir kota), dan kabupaten Slmalungun dengan
belanja sebesar Rp. 11.100.000,-.

Tabel22 ngelumMAPondokPwantrenmhn};KBM/hhm

Jumlaf: Pengell
Pembiayaan

Tapanuli Selatan ) 81.000.000,-
Medan 1 75.000.000,-
Labuhan Batu p. 72.000.000,-
Mandailing Natal Rp. 55.000.000,-
Deli Serdang ¥ 33.050.000,-

Langkat: kota : 27.500.000,-
Pgr. kota .« 19.350.000,-

Simalungun : 11.100.000,-
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Data yang tertera dalam RAPBPP menunjukkan bahwa
belanja terbesar berikutnya yang didanai pondok pesantren
adalah langganan daya dan jasa atau pengeluaran untuk
membayar rekening listrik, air, dan telepon. Dalam hal ini, MA
pondok pesantren kota Medan menempati urutan pertama yang c
paling banyak mengeluarkan belanja atau biaya untuk
membayar langganan daya dan jasa. Posisi tersebut berturut-
furut diikuti oleh MA pondok pesantren kabupaten Madina,
Tapanuli Selatan, Deli Serdang, Labuhan Batu, Langkat kota,
Simalungun, dan akimya Langkat pinggir kota. Secara rinci
mengenai besaran pengeluaran MA pondok pesantren untuk

langanan daya dan jasa ini bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23: Pengeluaran MA Pondok Pesantren untuk belanja daya

dan jasa/ tahun

-t s St

B85 |88 |F 8|8

e |N|la|ln|salw |-

| Penngkat Kabupaten/l(ota Jumlah Pcngeluaran/
Pembiayaan (Rp) i
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Komponen pembiayaan peringkat berikutnya yang didanai
MA pondok pesantren adalah pengeluaran untuk membayar
insentif guru. Dalam hal ini, MA pondok pesantren kabupaten
Madina menempati rangking pertama diikuti secara berturut-
turut oleh MA pondok pesantren kota Medan, kabupaten
Madina, Deli Serdang, Labuhan Batu, Langkat, dan akhimya
Simalungun. Secara rinci mengenai besaran belanja MA pondok
pesantren untuk membiayai insentif guru dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 24: Pengeluaran MA Pondok Pesantren untuk belanja insentif
smu(pertahun) |

1

2 | Medan Rp. 16.250.000,-
3  |MandailingNatal | Rp. 12.500.000,-
4 | Deli Serdang Rp. 12.000.000,-
5 | Labuhan Batu Rp. 10.000.000,-
6 |Langkat: kota Rp. 8.500.000,-

pgr. kota '
Simalungun Rp.

Berdasar pengamatan di iapangan, ada dua kecenderungan

yang tampak dari besarnya bmya pengeiuaran MA pondok
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pesantren untuk membiayai komponen insentif guru, yaitu: (1 )
jumlah guru dan kelas pada suatu pondok pesantren, dan (2)
lokasi pondok pesantren. Banyaknya jumlah guru pada
MA pondok pesantren tentu saja menyedot dana yang
besar dalam pemberian insentif guru bila dibanding dengan

pada suatu pondok pesantren. Kemudian, letak MA W |
pesantren di perkotaan ternyata berpengaruh terhadap
inseatf yang dibayarken kepada guru. Sepertinya, hal i
didasarkan pada pertimbangan bahwa harga atau bisya
kebutuhan hidup di perkotaan relatif lebih tinggi bila dibanding 1
dengan pingir kota ataupun pedesaan, :
Sumber RAPBPP menunjukkan bahwa belanja berlkutnys
yang juga menyedot pembiayaan dari MA pondok W
adalah pembinaan dan peningkatan kualitas guru. Betdas!fk‘
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pondok pesantren untuk membiayai komponen pembinaan dan
peningkatan kualitas guru ini dapat dilhat pada tabel 25.
Tabel 25: Pengeluaran MA Pondok Pesantren untuk pembinaan
dan peningkatan kualitas guru (pertahun)
Jumlsh Pengeluaran/

Penngkat Kabupaten/Kota s
Pcmblayaan (Rp) g

Mandallmg Natal
Tapanuli Selatan Rp.
Deli Serdang Rp.
Labuhan Batu Rp.
Langkat: kota
Simalungun Rp.
Langkat pgr. kota

12.500.000,-
11.500.000;- §
10.000.000,-
10.000.000,-
10.000.000,-
7.500.000;- |
4.000.000,-
3.000.000,-

Belanja peringkat berikutnya yang dibiayai MA pondok
pesantren adalah pengeluaran untuk pemeliharaan dan
Perawatan gedung/ sarana atau fasulitas dan pembelian ATK.
Untuk dua komponen pembiayaan ini, rata-rata pengeluaran MA
pondok pesantren setahun berkisar antara Rp. 1.800.000,-
terendah sampai Rp. 10.500.000,- tertiggi. Secara rinci
berasaran pengeluaran MA pondok pesantren untuk kedua
komponen ini bisa dilihat pada tabel 26.
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Tabel 26: Pengeluaran MA Pondok Pesantren untuk pemeliharasn
zednns/sarmdanbelanja ATK (pertahun) '

Jumlah Pengeluaran (Rp)

pemeliharaan | pojania ATK
gedung/satam ‘ "a

o Kabupaten/Kota

10.500.000,~

,000. 2.655.000,-
Labuhan Batu 8.000.000,- |  8.500.000,-
Deli Serdang 6.000.000,- | 3.760.000,-
Mandailing Natal 6.000.000,- | 3.200.000,-

2. 100.000.'
1,800,000,

'l‘abe[ di atas memperlllmkan bahwa MA por "j}
. mmm““‘“mmmﬁmghngpammdahm ,
belanja ATK dan pemeliharaan gedung serta sarana. Nam i.'

posisi berikutnya untuk belanja kedua komponen ini $ |
variatf. Scbagai contoh, meskipun MA pondok

ranghing ketiga dalam belanja pemeliharaan gedung dan 88
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tetapi ia menempati rangking kedua dalam belanja ATK.
Demikian seterusnya.

Tabel di atas juga memperlihatkan adanya MA pondok
pesantren yang rata-rata belanjanya relatif sama antara
komponen pemeliharaan gedung dan sarana dengan ATK, yaitu
MA pondok pesantren kota Medan, MA pondok pesantren
kabupaten Labuhan Batu dan MA pondok pesantren kabupaten
Langkat.

C. Pengeluaran Orangtua Santri Madrasah Aliyah
Pondok Pesantren

1. Pengeluaran pada awal tahun ajaran
Bagi para orangtua yang mempercayakan pendidikan
anak-anaknya ke MA pondok pesantren kota Medan, kabupaten
Deli Serdang, Langkat, dan Simalungun, pengeluaran terbesar
yang harus mereka danai pada awal tahun ajaran adalah biaya
uang pangkal. Rata-rata orangtua santri harus mengeluarkan
biaya antara Rp. 150.000.- (terendah) sampai Rp. 900.000
(tertinggi). Komponen berikutnya yang menempati peringkat
kedua yang harus didanai orangtua adalah pembelaian kitab.
Untuk komponen ini, orangtua yang mendaftarkan anak-
anaknya ke MA pondok pesantren kota Medan, kabupaten Deli
Serdang, Langkat kota, dan Simalungun, rata-rata harus
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mengeluarkan biaya antara Rp. 150,000, sampai Rp. 425.000 :
Belanja tertingi ditempati MA pondok pesantren kota n
dan terendah MA pondok pesantren kabupaten Simalungun.

Berbeda dengan ifu, bagi para orangtua yang memasukka
anaknyakeMApondokpmnmkabupatenMadlm
Labuhan Batu, pengeluaran terbesar pertama yang harus me
danai adalsh menyangkut biaya pembelian kitab. Rate-fol
pengeluaran orangtua pada awal tabun ajaran untuk pembelist
Kitab i sebesar Rp.250.000,. Sedangkan untuk MA kabupatef
Tapanuli Selatan, pengeluaran terbesar pertama yang b s
didanai orangtua adalah menyangkut biaya konsumsi 83!
makan-minum santri, yaitu sebesar Rp. 200.000,- dan posi
kedua pembelian pakaian, Sedangkan untuk MA pondos
pembiayaan yang menempati peringkat kedua yang bl
didanai orangtua adalah menyangkut biaya konsumsi ‘
bekisar antara Rp. 180,000, sampai Rp. 200.000,-. |

Di luar komponen belanja kitab dan konsumsi,
belanja untuk pembelian pakaian disatukan, yaitu ,,
pakaian scragam, pakaian ibadah, dan pakaian olah rags,
pengeluaran orangtua santri pada awal tahun sjaran Ui
membiayai komponen ini sebenarnya menempati raDS
kedua setclah uang pangkal. Rata-ros, untuk belaajs P
orsngtia harus mengolwrkan biaya sebesar Rp. 800003
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(tertinggi) dan Rp. 310.000,- (terendah). Posisi pertama tertinggi
untuk belanja komponen ini ditempati oleh MA pondok
pesantren kota Medan dan terendah MA pondok pesantren
kabupaten Simalungun. Secara rinci besaran jumlah pengeluaran
orangtua untuk membiayai komponen belanja pakaian seragam,
pakaian ibadah, dan pakaian olah raga bisa dilihat pada tabel 27.

Tabel 27: Pengeluaran orangtua santri MA pondok pesantren
untukpembehanpakman(awal tahun agaran)

Kabupaten/Kota 5 Iumlah Pengeluaran/

Medan

Tapanuli Selatan
Deli Serdang
Labuhan Batu
Mandailing Natal
Langkat pgr. Kota

Langkat kota
Simalungun

-?:"%"%%"%".
b
N
2
(=}

| N A || ]WIN| -

Komponen pembiayaan terbesar berikutnya yang harus
didanai orangtua santri pada awal tahun ajaran adalah pembelian
buku pelajaran dan alat tulis. Untuk belanja ini, setiap orangtua
rata-rata harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000.-
(terendah) sampai Rp. 200.000,- (tertinggi). Belanja tertinggi
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ditempati oleh MA pondok pesantren kota Medan dan
MA pondok pesantren kabupaten Langkat. Secara ni
pengeluaran oangtua untuk komponen pembiayaan ini |
dilihat pada tabel 28.

Tabel 28: Pengeluaran orangtua santri MA pondok
pesantren ur
panbehanbukudmahtmhs(:waluhunqm)

Komponen pembuMberlhxtnygymgbgnyak menye
SPP. smumm@tbetvmm,danmulu
e my“"”“ alat pembelajmn, biaya all'l"

Sa“‘““““““"mmangms dapatmuhh'

bk aw“tahm"mmﬂhnmmdnmmoﬂﬂ“

sanmhamsmengeluukmdanadahmjumhhwum*
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membiayai pendidikan anaknya yang studi pada MA pondok
pesantren Sumatera Utara. Dari seluruh sampel yang distudi,
pondok pesantren kota Medan menempati rangking pertama
dengan rata-rata total belanja sebesar Rp. 3.433.000,- yang harus
dikeluarkan orangtua santri pada awal tahun ajaran ketika
anaknya masuk MA pondok pesantren. Posisi tersebut berturut-
turut diikuti oleh MA pondok pesantren kabupaten Deli Serdang
sebesar Rp. 2.119.500,-, kabupaten Labuhan Batu sebesar Rp.
1.732.500,-, kabupaten Langkat sebesar Rp. 1.677.000 MA
(kota) dan Rp. 1.396.500,- (pinggir kota), kabupaten Tapanuli
Selatan sebesar Rp. 1.385.500,-, dan posisi akhir ditempati
kabupaten Simalungun dengan nominal sebesar Rp. 1.326.500,-.

Secara rinci, besarnya pengeluaran yang harus dikeluarkan
orangtua santri MA pondok pesantren Sumatera Utara beserta
komponen pengeluaran pada awal tahun ajaran ketika anaknya
masuk ke pesantren dapat dilihat pada tabel 29.
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sambungan Niadina Labuhan Batu Tapanuli Selatan
No |dempagien Pinggir Pingasr vﬁm.mmuq.uoo.-
Pengeluaran 20.000.- 115.000.- 15.000.-
1__| Uang pangkal/bangunan 21,500.- 50.000.- 10.500 -
2 SPP 15.000.- 40.000.- 37.500.-
3 Biaya ulangan Umum 50.000.- 60.000.- Noo.ooo -
: i ional : 000.- =y
4 Biaya yjian nas - 180.000.- 200. 5.000.-
5 Konsumsi/makan-minum 20.000.- 80.000.- : ”
6 g%u_mm__mu 17.500. 62.500.- -
7 | Biaya prakti . : -
8 | Kegiatan ekstrakurikuler ~ww www - SRR 195.000.-
9 Pakaian: a. seragam/atribut 20.000.- 135.000.- 87.500.-
b. olahraga T 200.000.- 150.000.-
c. sholat/ibadah pATe 250,000 - 185.000.-
= 250.000.- 75.000.-
10 | Pembelian kitab , 155.000.- 90.000.-
11_ | Pembelian buku & alat tulis 112.000.< 75.000.- 70.000.-
12 | Pembelian sepatu o 20.000.- 55.000.-
13| Pembeliantas _ T 75.000 < 62.500.-
14 | Uang saku santri = 4 uooo.
15 | Biaya transportasi 3 5.000.- Sac
16 | Sumbangan sosial o 7.500.- .
17_| PHBI 30,000 - 45.000.- 40.000.-
18 | Cuci pakaian - 20.000.- 10.000.-
19 | Dana keschatan = LT 7.500.- _wmwwww.
20 | Dana organisas! san S 500.-
Tommich 1.488.750.- 1.732.5
o (i i ; : Kota E. E. 1
T [ Uar 900.000.- | 525.000- | 500.000~ | 400.000~ | 150.000-
2 SPP 125.000.- 70.000.- 45.000.- 20.000.- 35.000.-
3| Biaya ulangan Umum 50.000- | 30.000-| 40.000-| 15.000-]|  40.000.-
4| Biaya ujian nasional . -| 150.000- | 80.000.- -
5 | Konsumsi/makan-minum 192.500.- | 187.500.- | 130.000.- | 170.000.- 125.000.-
6 | Asrama/pondokan 65.000.- 50.000.- 30.000.- 20.000.- 45.000.-
7 Biaya praktikum 50.000.- 40.000.- 10.000.- 10.000.- 10.000.-
8 Kegiatan ekstrakurikuler 85.000.- 50.000.- 6.000.- 4.500.- 10.000.-
9 Pakaian: a. seragam/atribut 250.000.- | 200.000.- | 150.000- | 200. 000.- 150.000.-
b. olahraga 150.000.- 125.000.- 40.000.- 50.000.- 40.000.-
c. sholat/ibadah 400.000.- 150.000.- | 150.000.- | 100.000.- 120.000.-
10 | Pembelian kitab 425.000.- | 250.000.- | 150.000.-] 125 .000.- 240.000.-
11 | Pembelian buku dan alat tulis 200.000.- 100.000.- 50.000.- 50.000.- 100.000.-
12 | Pembelian sepatu 120.000.- 105.000.- 60.000.- 30.000.- 42.500.-
13 | Pembelian tas 55.000.- 50.000.- 30.000.- 20.000.- 40.000.-
14 | Uang saku santri 200.000.- 100.000.- 60.000.- 50.000.- 75.000.-
15 | Biaya transportasi - - 25.000.- - -
16 Sumbangan sosial 8.000.- 5.000.- 5.000.- 5.000.- 6.000.-
17 | PHBI 10.000.- 10.000.- 1.000.- 1.000.- 10.000.-
18 | Cuci pakaian 45.000.- 40.000.- 40.000.- 40.000.- 40.000.-
19 | Dana kesehatan 40.000.- 15.000.- 4.000.- 5.000.- 40.000.-
20 | Dana organisasi santri 62.500.- 17.000.- 1.000.- 1.000.- 2.000.-
Jumlah 3.433.000.- | 2.119.500.- | 1.677.000.-] 1.396.500 1.326.500.-




2. Pengeluaran Rutin Bulanan P
Berdasar hasil studi diketahui bahwa besaran biaya perbul

pondok pesantren kota Medan, komponen pengeluaran terbes
orangtua adalah uang saku santri yang kemudian diikuti oleh belat
konsumsi, SPP, pondokan atau asrama, dan cuci pakaian. Sedangk

untuk seluruh MA pondok pesantren lainnya, komponen
pembiayaan terbesar pertama yang harus dikeluarkan orangtua santri
adalsh biaya konsumsi aten makan-mimum santri yang kemudi
secara variatif diikuti oleh belanjs uang saku, pondokan atau asram
SPP, dan cuci pakaian. |
makan-minum anaknya setiap bulan bevariasi antara sats MA-
pondok pesantren dengan MA pondok pesantren lainnya. Rata-rata,
orangtua harus mengeluarkan biaya antara Rp. 125.000,~ sampai R P
200000/ bulen. Biaya konsumsi tertinggi ditempati oleh M
pondok pesantren di kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Bat
dan biaya terendah ditempati oleh MA pondok pesantren
Simalungun. Rincian belanja konsumsi bulanan yang ¢
orangtua santri tersebut dapat dilihat pada tabel 30.
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Tabel 30: Rata-rata pengeluaran orangtua MA pondok pesantren
untuk biaya konsumsi santri/ bulan

e R —

Kabupaten/Kota

- 4 o e

_ h Pengel —
| Pembiayaan (Rp) §

Tapanuli Selatan

i Rp.  200.000.-
1 Labuhan Batu Rp. 200.000,-
2 Medan Rp. 192.000,-
3 | Deli Serdang Rp. 187.500,-
4 | Mandailing Natal Rp. 180.000,-
5 | Langkat pinggir kota Rp. 170.000,-
6 | Langkat kota

7 Simalungun

Selain mengeluarkan biaya rutin bulanan untuk konsumsi,
orangtua juga mengeluarkan biaya untuk uang saku anak-anaknya
yang studi pada MA pondok pesantren. Sebagaimana dikemukakan
di atas, untuk MA pondok pesantren kota Medan, komponen uang
saku bahkan menempati posisi tertingi pertama dalam hal
pengeluaran yang harus dibiayai orangtua setiap bulannya.
Sementara itu, untuk MA pondok pesantren di kabupaten Deli
Serdang, Langkat, Simalungun, dan Madina, vang saku menempati
rangking terbesar kedua dari pengeluaran atau belanja bulanan
orangtua. Sedangkan untuk MA pondok pesantren di kabupaten
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Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu, komponen uar
merupakan belanja ketiga terbesar yang harus dibiayai
santri setiap bulannya. Rincian besamya pengeluaran ora ot
untuk komponen uang saku dari seluruh sampel studi dapat ¢
pada tabel 31.

Tabel 31: Rm-mpengdumnmgmammMApondok'

Belanja rutin bulanan berikutnya yang harus dikelua
(SPP). Untuk komponen ini, rata-rata orangtua santri b
mengeluarkan belanja antara Rp. 15.000,- (terendah) sampai
125.000,- (tertinggi). Biaya SPP tertinggi ditempati oleh MA pon
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pesantren kota Medan dan terendah MA pondok pesantren
gabupaten Tapanuli Selatan. Mengenai hal ini secara rinci bisa
dilihat pada tabel 32.

Tabel 32: Rata-rata pengeluaran orangtua santri MA pondok
pesantren untuk SPP/ bulan

| Jumiah Pengeluaran/
‘ Pemblayaan (Rp) |

Langkat pinggir kota
Tapanuli Selatan

i
2
3
4
5
6
7
8

Komponen berikutnya yang harus dibclanjdkan orangia
secara berkesinambungan setiap bulan guna kelanjutan studi
ansknya pada MA pondok pesantren Sumatera Utara adalah biaya
asrama atau pondokan. Untuk komponen ini, rata-rata orangtua
harus mengeluarkan biaya antara Rp. 20.000 sampai Rp. 80.000,-
setiap bulannya. Biaya asrama tertingi ditempati oleh MA pondok
pesantren kabupaten Labuhan Batu dan terendah MA pondok
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pesantren kabupaten Langkat pingir kota. Data yang rinci tei P

bal ini sebagaimana tertera pada tabel 33, b

Setia ’ 'ay: ] lbemja fuin yang barus dikeluarkan orgh
sab ki bh”mimmmmhlp ;
UN 88U detergen, hlue atay peyar 4. dan sl
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pesantren kota Medan dan kabupaten Labuhan Batu, rata-rata
pengeluaran untuk cuci pakaian sebesar Rp. 45.000,- sctiap
bulannya,

Meskipun semua santri mondok di asrama atau gubuk-gubuk
kecil di sekitar pesantren, namun bagi orangtua yang
mempercayakan pendidikan anaknya ke MA pondok pesantren
kabupaten Langkat kota, pengeluaran rutin bulanan berikutnya yang
harus mereka belanjakan adalah biaya transportasi santri sebesar Rp.
25.900,.. Sedangkan untuk MA pondok pesantren lainnya, biaya
transportasi ini tidak termasuk biaya bulanan, sebab para santri

“mumnya hanya kembali ke rumah orangtua atau keluarganya

masing-masing pada setiap akhir semester atau setclah selesai
mengikuti yjian kenaikan kelas. Karena itu, biaya transportasi tidak
termasuk pengeluaran rutin bulanan, tetapi pengeluaran rutin pet
semester atau bahkan sekali setahun. Pada sejumlah MA pondok
Pesantren, umumnya oramgtua atau keluarga santri datang
bqk“"j“ng sambil mengantarkan biaya atau perbekalan yang
Gbutuhkan anaknya, Sementara itu, ada juga orangtua yang
langsung - mentransfer biaya yang diperlM anaknya dengan
Menggunakan jasa bank. Begitu pun, terdapat juga santri yang
Pulang-pergi mengambil perbekalan ke rumsh orangtua atau
teluarganya setiap libur belajar. Kasus seperti ini umum di temul
Pada santri MA pondok pesantren kabupaten Mandailing Natal dan
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Tapanuli Selatan yang rumah orangtua atau keluarganya jub
dari lokasi pondok pesantren. Namun ketika angket dis |
ada santri yang bersedia mengemukakan jumlah biaya tran
yang mereka belanjakan untuk pulang pergi dari pesantren ke
orangtua atau keluarganya. Karena itu, data rinci mengensi -
belum ditemukan. P
Dari seluruh data yang telah disajikan di atas dapat diket
bahwa orangtua yang mempercayakan pendidikan anaknya ke
pondok pesantren kota Medan mengeluarkan belanja rutin b
yang lebih besar bila dibanding dengan orangtus Y
meﬂyeblahhnamhxyakeMApondokpesantren luar kota |
Pengeluaran rutin bulanan terbesar kedua ditempati oleh
PondOKMMhb“paﬁenD_eﬁSerdangymgsem bert ,
diikuti oleh MA pondok pesantren kabupaten Labuhsn BS%
Tepaculi Selatan, Madina, Langkat kota, Simalungun, dan sk
Langkat pinggir kota. Data rinci fentang rata-rata total pengel
rutin bulanan orangtua atau keluarga santri MA pondok pessi®
Sumatera Utara ini sebagaimana tertera pada tabel 34. |

]
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Tabel 34: Rata-rata pengeluaran rutin bulanan orangtua santri MA
pondok pesantren Sumatera Utara

! Jumlah Pengeluaran/
| Pembiayaan (Rp) §

627.500,-

Tapanuli Selatan

Mandailing Natal “Rp. 381.500,-
Langkat kota " 330.000,-

Simalungun
Langkat pinggir kota

Bila seluruh biaya rutin perbulan di atas dijumlahkan, maka
Wi2-rata belanja rutin yang harus dikeluarkan orangtua santri per
“hun wntukc anak-anak mercka yang myaniri pada MA pondok

Pesantren Sumatera Utara adalah scbagaimana tertera pada tabel 35
beriku:
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Tabel 35: Rata-rata pengeluaran rutin orangtua sanln MA pondok
: pesantmn Sumatera Utam/ mhun

JumlahPengeluama/ 1
Pembiayaan(Rp) §

BAB YV

ANALISIS DAN DISKUSI
HASIL PENELITIAN

A. Sumber Dana Pembiayan Pendidikan Pondok
Pesantren di Sumatera Utara

Berdasarkan deskripsi data sebagaimana dipaparkan
pada bab III dan IV terdahulu, dapat dikemukakan bahwa
orangtua atau keluarga santri merupakan funding atau
sumber utama bagi pembiayaan penyelengaraan pendidikan
pada pondok pesantren di Sumatera Utara. Untuk jenjang
MTs, posisi pertama besarnya konstribusi orangtua tersebut
ditempati oleh pondok pesantren kabupaten Deli Serdang,
Yaitu sebesar 92,03%, kemudian diikuti berturut-turut oleh
pondok pesantren kabupaten Tapanuli Selatan sebesar
91,49%, kabupaten Langkat sebesar 91,40% (pesantren
Pinggir kota), kota Medan sebesar 88,3%, kabupaten
Langkat sebesar 86,89% (pesantren kota), kabupaten
Simalungun sebesar 71,78%, dan di posisi terakhir ditempati
oleh pondok pesantren kabupaten Madina dengan
konstribusi orangtua sebesar 41,97%.

Berkaitan dengan sumber pembiayaan .dari
Pemerintah, MTs pondok pesantren yang paling banyak
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menerima dana pemerintah adalah kabupaten Madina, yaitu
diikuti kemudian oleh kabupaten Labuhan
Batu sebesar 9,86%, kota Medan sebesar 9,25%, pesantren 1 i
kota di kabupaten Langkat sebesar 8,54%, kabupaten

kabupaten Simalungun
dan akbimya Del Serdang sebesar 087%.

sebesar 57,51%,

Tapanuli Selatan sebesar 8,51%,
sebesar 4,86%,

Dari hasil .wawancara dengan para pimpinan pondok
pesantren diketahui bahwa seluryh dana yang diterima
pondok pesantren dari pemerintah tersebut berasal dari safy

sumber, yaitu Bantugn Operasional Sekolah (BOS).
Karenanya, perly digarisbawahi bahwa sumber dana yang
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persentase dana yang diterimanya dari pemerintah. Karena
itu, dana yang diterima MTs pondok pesantren kabupaten
Madina, khususnya Musthafawiyah Purbabaru, yang secara
kuantitatif paling besar dibanding MTs pondok pesantren
lainnya adalah dikarenakan jumlah santrinya yang lebih
banyak, yakni 7592 orang (terdiri dari 4530 laki-laki dan
3062 perempuan). Berdasarkan kenyatannya ini, dapat
dikemukakan bahwa sampai saat ini belum ada kebijakan
pemerintah yang bersifat terencana, sistematis, dan
berkelanjutan, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam
membantu pondok pesantren Sumatera Utara untuk

membiayai pendidikannya.

" Selain orangtua dan pemerintah, sumber pembiayaan
MTs pondok pesantren Sumatera Utara juga berasal dari
Sumber usaha mandiri dan wagaf donatur. Sebagaimana
telah dipaparkan pada bab III, ussha mandiri pesantren
antara lain terdiri dari koperasi, perkebunan, peternakan dan
usaha lainnya seperti potocopy dan perbengkelan.
Berdasarkan penelitian lapangan diketahui bahwa pondok
Pesantren yang tidak memiliki ussha mandiri hanyalah
Pondok pesantren yang berada di kabupaten Tapanuli
Selatan. Sedangkan satu-satunya pondok pesantren yang
Mmendapatkan sumber dana dari wagaf donatur adalah
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pondok pesantren Lugman yang berada di ksbupsten

Simalungun,

-pondok pesantren diketahui bahwa semua W: |
sebenamnya pernah menerima infag atau waqaf dari para ';' |
dermawan Muslim, baik dalam bentuk benda, seperti tansh
awal pendirian pondok pesantren. Namun saat ini, infag 88

waqaf tersebut tidak lagi diterima pondok pesantren secard éf* |
nm.n dan berkelanjutan, kecuali pada waktu-waktu tertentu

tetika pondok pesaniren mengalami kendala yang sangst
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dari direktur pendidikan pesantren diketahui bahwa sampai
saat ini pondok pesantren Hifayatulah sebenarnya masih
banyak menggantungkan diri dari funding infaq atau waqaf
masyarakat untuk membiayai pelaksanaan pendidikannya.
Namun dermawan Muslim yang berinfug atau berwagaf
tersebut tidak menginginkan nama dan jumlah dana yang
diberikannya dicatat atau diexpose kepada masyarakat luas.
Karenanya, pimpinan pesantren Hidayatullah tidak bersedia
memberikan data konkrit mengenai jumlah atau besaran
dana yang diperoleh pondok pesantren ini dari infaq atau
wagaf masyarakat. Satu-satunya informasi yang peneliti
dapatkan dari pimpinan pesantren adalah bahwa jalan,
asrama, sejumlah ruang belajar, bahkan beasiswa belajar
mayoritas santri pondok pesantren Hidayatullah adalah
merupakan sumbangan yang berasal dari dana infag atau
wagaf masyarakat atau dermawan Muslim tersebut.

Pada jenjang MA pondok pesantren, berdasar data
sebagaimana tertera pada RAPBPP, diketahui bahwa
Sumber utama pembiayaan seluruh MA pondok pesantren
Sumatera Utara juga berasal dari orangtua atau keluarga
santri yang umumnya diperoleh dari dama SPP dan
konsumsi, Dalam kasus ini, MA pondok pesantren kota
Medan, kabupaten Deli Serdang, Labuhan Batu, dan Madina
Merupakan pesantren yang 100% sumber pembiayaanuyd
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berasal dari dana SPP dan konsumsi santri yang dibayarkan '
oragus sctisp bulan ke pondok pesantren. Sedanglan
untuk MA pondok pesantren kabupaten Simalung\ﬂ.’
(epuni Seltan, dan Langlat (ko dan pnggic ko)
selain orangtua atay keluarga santri, pondok pesaniren
memang menerima sumber dang dari ——e—

oA umum  dapat dinyatakan bahwa konstribusi
m Untk pondok pesantren pada tigh
bem-wou ”b::bm masih tergolong rendah, yaitu
i dm:»‘“%, 6,51%, 6,37% dan 5,28%.
by Orangtua atau keluarga santri dirinci,
Wh:;mkmmmmmmﬁwm
. Sebesar Rp 274701‘:'m "
1198 MA ootk e Fpupate Deli Srtn
U R sebesar Rp 1687140000, tabun

Unit Cost Santri Q5§

akhimya kabupaten Simalungun sebesar Rp. 147.840.000,-/
tahun,

Berbeda dengan MTs, dana pemerintah yang diterima
MA pondok pesantren Sumatera Utara berasal dari dua
sumber, yaitu: (1) bantuan khusus murid atau BKM, dan (2)
dana RAPBD pemerintah kabupaten yang dtreima secara
futin setiap tahun. Dalam konteks ini, MA pondok pesantren
kota Medan, kabupaten Tapanuli Selatan, Simalungun, dan
Langkat pinggir kota merupakan pesantren yang menerima
dana pemerintah melalui BKM. Sedangkan satu-satunya
MA pondok pesantren yang menerima dana pemerintah
yang bersumber dari RAPBD pemerintah kabupaten adalah
MA pondok pesantren Ulumul Qur'an yang berada di
kabupaten langkat (kota). Kecuali untuk MA pondok
Pesantren kabupaten Langkat kota, data di atas
menunujukkan bahwa pada dasarnya belum ada kebijakan
khusus yang sifatnya terencana dan berksinambungan dari
Pemerintah untuk membantu dan menjamin kemampuan
MA pondok pesantren dalam membiayai pendidikannya.
Dari satu sisi, hal itu setidaknya bisa dilinat dari belum
meratanya akses pondok pesantren untuk mendapatkan
bantuan dana BKM dari pemerintah. Sedangkan pada sisi
lain, tampak bahwa belum semua pemerintah kebupaten/
ko2 yang secara terencana dan berkesinambungan
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mengalokasikan sebahagian dana RAPBD untuk membantu
MA pondok pesantren dalam membiayai penyelenggaraan
pendidikannya,

Di luar orangtua atau keluarga santri dan pemerintah,
masing-masing MA pondok pesantren sebenamya juga
menerima suntikan dana dari sumber-sumber usaha mandifi
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MTs pondok pesantren dilakukan dengan maksud untuk
memudahkan sistem administrasi keuangan, pelaporan, dan
pertanggung jawaban atau akuntabilitas publik. Karena itu,
dalam tataran praktik, sebenamya tidak semua dana yang
diperoleh dari sumber hasil usaha pondok pesantren tersebut
digunakan atau dibelanjakan sepenuhnya untuk membiaya
pendidikan pada jenjang MTs.

Berdasarkan uraian di atas, bila seluruh persentase
Sumber pembiayaan pondok pesantren Sumatera Utara, baik
untuk jenjang MTs maupun MA dirinci, maka kondisinya
adalah sebagaimana diperlihatkan oleh tabel 36.1 dan 36.2
berikut
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Tabel 36.2: Persentase sumber pembiayan MA pondok pesantren Sumatra Utara/ tahun

Sumber Dana
Kabupaten Kota Pemerintah | (%) | SPP/Konsumsi | (%) | lain-lain | (%)
Medan A -| 2.747.010.000,- 100
Deli Serdang < -1 1.687.140.000,- 100
Langkat Kota 25.990.000- | 6,37| 382.200.000,-| 93,63 .
Pinggir | 12.480.000,- | 528 223.440.000- [ 9447 .
Simalungun 13.650.000.- | 845| 147.840.000,-| 91,55 ;
Mandailing Natal -1 492.400.000,- 100 -
Labuhan Batu : - | 1.185.000.000,- 100 '
Tapanuli Selatan 34.200.000-| 6,51| 491.400.000-| 93,49 )
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Tabel 36.1: Persentase sumber biaya pendidikan MTs pondok pesantren Sumatra Utara/ tahun

Kabupaten Kota Sumber Dans

Pemerintah | (%) | SPP/Konsumsi | (%) | Lain-Lain | (%)

Medan 318.500.000.- | 9,25 | 3.038.310.000.- | 88,3 | 84.000.000,-| 2,45
Deli Serdang 21.870.000.- [ 0,87 | 2.308.500.000.- | 92,03 [ 178.000.000.- | 7.1
Langkat Kota 66.366.867.- | 8,54 | 676.200.000.- | 86,89 | 35.600.000.-| 4,57
Pinggir | 13.365.000.- | 3,26 | 376.200.000.- | 91,40 | 22.000.000- | 5,34

Simalungun 10.192.000.- | 4,86| 165.600.000.- | 71,78 | 53.900.000.- | 23.36
Mandailing Natal 418.280.500.- | 57,51| 301.125.000.- [ 41,40 | 7.900.000.- | 1.09 |
Labuhan Batu 98.670.000.- | 9,86 | 897.000.000.-| 89,64 | 5.000.000.-| 0,50
Tapanuli Selatan 64.350.000.- | 8,51 691.400.000.- 91,49 g -]
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Berdasar data-data di atas, dapat dikemukakan bahwa
sampai saat ini, pemerintah ternyata belum berkonstribusi
besar bagi pendanaan atay pembiayaan pendidikan MA
pondok pesantren. Dalam konteks MTs pondok pesantren
pun, kontribusi pemerintah melafyj pemberian dana BOS
masih perlu dipertanyakan sampai kapan keberlanjutannya.
Attinya, masih perlu dipertanyakan kebijakan pemerintah
yangbemiﬁamremsismaﬁs,dmmmjmbasi

memfunding pondok pesantren
dalam menyel
pendidikannys yelenggarakan

dalam g2
membiayal - penyelenggaraan  pendidikannys.

Berdasarkan -4
st N yang telgh dilakukan, pondok
en
dukun Y8 tampaknya masih kontiniy memperoleh
benuf:ym " Pembiayaan dari masyarakat dalem
R *0 2alth pondok pesantren Hidayatullsh yang
kabupaten Dejj Serdang.
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B. Penggunaan atau Pemanfaatan Dana Pada
Pondok Pesanren Sumatera Utara
Pada dasamya semua pendapatan yang diperoleh

pondok pesantren dari berbagai sumber pembiayaan
Sebagaimana telah diuraiakan terdahulu dibelanjkan sesuai
dengan keperluan pondok pesantren, khususnya untuk
menjamin kontinuitas dan penyelenggaraan pendidikan yang
baik pada masing-masing pondok pesantren. Dari hasil
Wawancara dengan pimpinan dan direktur keuangan pondok
pesantren diketahui bahwa distribusi atau pengalokasian
Gana  semata-mata  digunakan untuk  kepentingan
Penyelenggaraan pendidikan pada pondok pesantren. Dalam
konteks itu, kebijakan yang digariskan pimpinan dalam
Penggunaan dana umumnya didasarkan atas prinsip-prinsip
efikstifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Semua
Pondok pesantren yang distudi telah memiliki dokumen
Rencana Aggaran dan Belanja Pondok Pesantren (RAPBPP)

~ Yng secara jelas dan rinci menerakan dengan baik rencana

Pendapatan, asal atau sumber-sumber pembiaysan
(revenue), dan rencana pengeluaran atau belanja pondok
Pesantren,

%hwa pondok pesantren bersikap terbuka dalam hal
Pembiayaan pendidikannya. Artinya, masalsh keuangan
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pondok pesantren bukan termasuk otoritas ekslusif yang

menjadi ‘rahasia’ kyai atau pimpinan umum pondok

pesantren. Masing-masing pondok pesantren yang distudi
memiliki direktur atau bendahara yang memanage keuangan
pondok pesantren. Diduga kuat, kebijakan pemerintah yang
mewajibkan  transparansi  dalam penggunaan  dan
pertanggung jawaban dana BOS dan BKM turut
menstimulasi transparansi pengelolaan keuangan pondok
pesantren, termasuk juga dalam menginformasikan hal-hal
yang berkeitan dengan pembiayaan pendidikanny. Derl
selruh sampel studi, hanya ditemuai sebush pondok
memberikan informasi perihal pendanaan atau pembiaysan
pondok pesantren. Ketika tim peneliti Pusat Penelitian IAIN
Sumatera Utara turun ke lapangan, satu-satunya pondok
pesantren yang tidak bersedia memberikan dokumen
RAPBPPuya hanyalah pondok pesantren Raudlatul Hasensh
Yang berada di kota Medan. Menurut penuturan pimpins?
Pesintren, data yang tertera dalam RAPBPP tersebut
merupakan  dokumen  rahasia pondok pesantren Yang
TeVmpen’  Kekustan dan  kelemahan institus
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dalam peneltian ini diperoleh sepenuhnya dari sumber
angket, baik yang diisi oleh pimpinan satuan pendidikan
maupun santri sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh, baik yang bersumber
kepada RAPBPP maupun daftar isian atau questionare,
diketahui bahwa terdapat dua kecenderungan utama dari
penggunaan atau pemanfataan dana pada scluruh pondok
pesantren yang diteliti. Pertama, pondok pesantren yang

 lebih banyak membelanjakan dana yang berhasil dihimpun

untuk keperluan non gaji, baik pada jenjang MTs maupun
MA. Kedua, pondok pesantren yang pengeluarannya lebih
banyak dibelanjakan untuk keperluan gaji.

Kecenderungan pertama merupakan fakta umum yang
ditemui pada hampir seluruh podok pesantren yang distudi,
baik pada jenjang MTs maupun MA. Artinya, dari total dana
yang dimiliki, umumnya lebih banyak digunakan pondok
Pesantren untuk membiayai komponen non gaji. Sedangkan
kecenderungan kedua hanya terjadi pada pondok pesantren
kabupaten Madina, dimana belanja gaji merupakan
komponen pembiayaan terbesar dari total belanja pondok
Pesantren,

Dari enam wilayah sampel area, yaitu kota Medan,
kabupaten Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Labuhan
Baty, dan Tapanuli Selatan, seluruh pondok pesantren
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umumnya lebih banyak mengeluarkan belanja untuk
membiayai komponen non gaji. Termasuk ke dalam belanja
komponen non gaji ini adalah biaya KBM, belanja ATK,
langganan daya dan jasa, pemeliharaan dan perawatan
gedung/ sarana pembelajaran, pembinaan dan peningkatan
kualitas guru, konsumsi santri-guru, pemberian insentif
gury, dan pembiayaan kegiatan ckstra kurikuler sertd
porseni. Untuk semua item komponen non gaji ini, MTS
pondok pesantren kabupaten Deli Serdang menempati posisi
pertama dengan persentase belanja sebesar 81,38% dari
seluruh pengeluaran pondok pesantren. Posisi tersebut
berturut-turut  ditempati oleh MTs pondok pesantren
k‘bmnhnght(kota)dmmmbehnjam~
89,89"{-. kota Medan sebesar 74,57%, kabupaten Langkst
1(2:8“ kota) sebesar 72,29%, Simalungun sebesar 59,30%
Selal::n Batu sebesar 55,08%, dan akhimya Tepanul
dengan persentase belanja k non A
s lanja komponen
; Be’d“"h“ data sebagaimana disajikan pada bab IV
diketahui pula bahyy untuk MA pondok pesantren, belanjs
:"’“‘"m untuk komponen non gaji ini just
'°‘”p““°'°hP°ndokpeumnubumeeusam
dengan
— Petsentase pengeluaran scbesar 69,89% dari fote
POBdok pesantren, Posisi tersebut berturut-turut
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ditmpati oleh MA pondok pesantren kota Medan,
kabupaten Langkat (kota), Simalungun, Langkat (pingir
kota), Tapanuli Selatan, dan akhimya Labuhan Batu.

Dalam kasus pondok pesantren kabupaten Madina,
baik pada jenjang MTs maupun MA, pengeluaran terbesar
pondok pesantren adalah untuk membiayai komponen gaji
pimpinan, puru, staf, dan seluruh personalia pondok
pesantren. Untuk jenjang MTs, scbanyak 71,30% dana yang
diperoleh dibelanjakan untuk membiayai komponen gaji dan
Sisanya sebesar 28,70 untuk belanja non gaji. Kemudian,
untuk jenjang MA, sebanyak 77,83% dana yang diperoleh
Pondok pesantren dibelanjakan untuk membiayai komponen
8aji dan selebihnya, yakni 21,17% untuk komponen non gaji

Hemat peneliti, besarnya belanja untuk komponen gaji
Pada pondok pesantren kabupaten Madina discbabkan
besamya jumlah guru dan staf personil yang mengelola atau
Memanage penyelenggaraan pendidikan pada pesantren ini.
Dalam kasus pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru
Madina, setiap bulannya pondok pesantren harus membayar
83ji guru dan personil pmnuenyangseluruhnyabﬂi“mlah
175 orang, Pada sisi lain, sama halnya dengan Ms'had Darul
thklas Dalan Lidang kabupaten Madina, pondok pesantren
Musthafawiyah Purbabaru tidsk mengeluarkan belanja
Untuk konsumsi santri-guru dikarenakan biaya kompone ini
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umumnya lebih banyak mengeluarkan belanja untuk
membiayai komponen non gaji. Termasuk ke dalam belanja
komponen non gaji ini adalah biaya KBM, belanja ATK,
langganan daya dan jasa, pemeliharaan dan perawatan
gedung/ sarana pembelajaran, pembinaan dan peningkatan
kualitas guru, konsums; santri-gury, pemberian insentif
gurt, dan pembisyaan kegiatan ekstra kurikuler serta
porseni, Untuk semua item komponen non gaji ini, MTS
pondok pesantren kabupaten Deli Serdang menempati posisi
pertama dengan persentase belanja sebesar 81,38% dari
seluruh pengeluaran pondok pesantren. Posisi fersebut
berturut-turut ditempati oleh MTs pondok pesantren
hb“mmmm&m)dmmmbdmjam-
80,89%, kota Medan sebesar 74,57%, Kabupaten Langkat
(pinggir kota) sebesar 72,295, Simalungun sebesar 59,30%
Lanuban Batu schesar 55,08%, dan akhimya Tapeoul
Selatan. dengan persentase belanja komponen non gAji
sebesar 54,69%,
 Bertasarian daa sebagaimmang dissjikan pada b0 IV
U pula bahwa untuk Ma pondok pesantren, belanjs
:::“ Petama untuk komponen non gaji ini jugB
Pall oleh pondok pesantren kabupaten Deli Serdané

belan; >
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dittmpati oleh MA pondok pesantren kota Medan,
kabupaten Langkat (kota), Simalungun, Langkat (pingir
kota), Tapanuli Selatan, dan akhimya Labuhan Batu.

Dalam kasus pondok pesantren kabupaten Madina,
baik pada jenjang MTs maupun MA, pengeluaran terbesar
pondok pesantren adalah untuk membiayai komponen gaji
pimpinan, guru, staf, dan seluruh personalia pondok
pesantren. Untuk jenjang MTs, sebanyak 71,30% dana yang
diperoleh dibelanjakan untuk membiayai komponen gaji dan
Sisanya sebesar 28,70 untuk belanja non gaji. Kemudian,
untuk jenjang MA, sebanyak 77,83% dana yang diperoleh.
Pondok pesantren dibelanjakan untuk membiayai komponen
2aji dan selebihnya, yakni 21,17% untuk komponen non gaji

Hemat peneliti, besarnya belanja untuk komponen gaji
Pada pondok pesantren kabupaten Madina disebabkan
besamya jumlah guru dan staf personil yang mengelola atau
Memanage penyelenggaraan pendidikan pada pesantren ini.
Dalam kasus pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru
Mading, setiap bulannya pondok pesantren harus membayar
88l guru dan personil pesantren yang seluruhnya berjumlah
175 orang. Pada sisi lain, sama halnya dengan Ma'had Darul
{hklas Dalan Lidang kabupaten Madina, pondok pesantren
Musthafawiyah Purbebaru tidak mengeluarkan belanys
ntuk konsumsi santri-guru dikarenakan biaya komponct ini
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ditangung atau dibelanjakan sendiri oleh santri dan guru.

Karenanya, dana pondok pesantren banyak disedot oleh
belanja gaji guru dan personil pondok pesantren. Rincian
persentase pengeluaran pondok pesantren Sumatera Utara
untuk komponen gaji dan non gaji ini bisa dilihat pada tabel
37 berikut:

Um;kqmpomgajidmmsaji/m,.

Ah.,{ Tsanawiyah Gaji % | NonGaji | %
:T ;d;n:ﬁ 493.100.000,- | 71,30 | 198.520.500,-| 28,70
. m 325.100.000,- [4531 | 392.325.000,-| 54,69
.sLabuhan. 440.500.000,- | 44,92 | 540.120.000,-| 55.08
: imalungun 90.144.800,- 140,70 | 131.348.000,-| 59,30
MLﬂnshtedm (p. kota) | 112:608.000,- | 27,71 | 293.715.000| 729
; 769.935.000,- (25,43 [2.256.870.000,-| 74,57
-Dewu (kots) | 141685200, 115,11 600,002,000, 8089

Serdang 445,000,000 - 18,62 [1.957.110.000,-

378.500.000,- [ 77 21,17
o — 000,- | 77,83 | 107.800.000,-| 21,
apanuli Selatan 250.100.000,- [48,19 | 268.855.000.-| 51,81

“La

buban Bat | 335 006,000, 49.47 240,080,000,-| 50,53
, 58.775.000,- [ 36,89 | 100.550.000,-] 63,11
Langkat (p. kota) 86.250.000,- 38,58 | 137.300,000,-| 61,41
_ - :47.500.000,- 31,48 [1.845.260.000,-| 68,52
Langkat 39.700.000,- 34,95 | 260.120.000,-| 65,05
471.830.000 30,11 1.109.310,000,-

[ resmon_]
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C. Persentase Belanja Orangtua atau Keluarga
Santri
Pada awal tahun ajaran ketika anak masuk ke pondok
pesantren, setidaknya lebih dari dua puluh item pembiayaan
yang harus didanai orangtua. Dari seluruh item tersebut,
komponen biaya uang pangkal, konsumsi, belanja pakaian,
pembelian kitab, uang saku, SPP, pembelian buku dan alat
pembelajaran serta biaya pondokan merupakan komponen
yang membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk jenjang
MTS, rata-rata orangtua harus mengeluarkan dana sebesar
Rp. 1.213.000,- (terendah) sampai Rp. 3.383.000;- (tertingi).
Kemudian, untuk jenjang MA, rata-rata orangtua harus
mengeluarkan dana sebesar Rp. 1.326.500;- ‘(terendah)
sampai Rp, 3.433.000,- (tertingi). Berdasarkan data ini,
tampaknya biaya yang dibutuhkan seorang anak ketika masa
awal masuk pondok pesantren hampir sama atau bahkan
Mungkin lebih tinggi dari biaya masuk ke perguruan tinggl.
Dalam konteks biaya rutin bulanan, bila ditilik dari
besamya persentase dana yang harus. dikeluarkan orangtua
Santri, kecuali kabupaten Langkat (pesantren pinggir kota)
dan Tapanuli Selatan, maka komponen lain-lain di luar SPP
dan konsumsi selalu menempati rangking pertama belanje
OmNgha setiap bulan, Komponen lain-lain tersebut
mencakup uang saku, biaya pondokan, cuci pakaian, dan
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transportasi.  Sedangkan untuk kabupaten Langkat
(pesantren pinggir kota) dan Tapanuli Selatan, biaya
konsumsi merupakan komponen belanja terbesar yang harus
dibiayai orangtua secara rutin setiap bulan. Namun, ada jugs
kasus dimana belanja konsumsi dan komponen lain-lain
sama besarmya. Hal ini dapat dilihat pada MTs pondok
pesantren kabupaten Labuhan Batu dan MA pondok
pesantren  ksbupaten Madina. Begitupun, terdapet
kecenderungan kuat bahwa konsumsi santri merupakan
komponen belanja terbesar yang harus dibayar paré
Omogia yang menyekolahkan anaknya ke pondok
pesantren luar kota Medan. Sedangkan bagi orangtus yang
menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren kota Medan,
“mﬂhﬂnlsdlhyarmmbm
ﬁw@ﬁm secara kuantitatif jumlah biaya Yang
™ Para omngtua santri MTs pondok pesanired
Medan lebih besar, namun dari sudut persentase bisy®
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pinggir kota di kabupaten Langkat, yaitu sebesar 60,71%,
diikuti secara berturut-turut oleh kabupaten Tapanuli Selatan
sebesar 49,38%, Madina sebesar 48,00%, Deli Serdang
sebesar 43,85%, Langkat kota sebesar 42,62%, dan di posisi
akhir Simalungun sebesar 40,32%. Khusus pondok
Pesantren kota Medan, pengeluaran terbesar orangtua santri
per bulan ada pada komponen lain-lain, yaitu sebesar
30,63%. Begitupun, pada jenjang MTs, pengeluaran rata-
™t orangtua/ bulan untuk keperluan lain-lain juga lebih
besar pada pondok pesantren pinggir kota dibanding pondok
Pesantren kota Medan. Dalam kasus ini, pondok pesantren
Pingir kota di kabupaten Simalungun menempati rangking
Pertama, yaitu sebesar 51,62%.

Sama halnya dengan jenjang MTs, pada jenjang MA,
Untuk konsumsi, rata-rata persentase belanja orangtua/ bulan
Juga lebih besar pada pondok pesantren pinggir kota bila
Gibanding dengan pondok pesantren kota Medan. Dalam hal
ini, posisi tertinggi ditempati oleh pondok pesantren pingir
kota i kabupaten Langkat, yaitu sebesar 56,67% diilut
Oleh Tapanuli Selatan sebesar 50,96%, dan Labuhan Batu
Sbesar 44,44%, Sedangkan untuk keperluan lain-lain,
®perti biaya transportasi, uang saku, dan sebagainy?,
Mngking pertama tertinggi persentase belanja orangtua/
bulan ditempati oleh MA pondok pesaniren kebupaien
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Tabel 38.1: Persentase pengalokasian dana yang dikeluarkan orangtua santri MTs pondok pesantren Sumatera

Utara/ bulan
Kabupaten Kota i A - -
SPP (%) | Konsumsi | (%) | Lain-Lain | (%)

Medan 110.000,-| 17,95| 192.500,-| 3142| 310.000,-| 50,63
Deli Serdang 50.000,-| 11,69| 187.500,-| 43,85| 190.000,-| 44,46
Langkat Kota 45.000-| 14,75]| 130.000,-| 42,62| 130.000,-| 42,63

Pinggir 20.000,- 7,14} 170.000,-| 60,71 90.000,- | 32,15
Simalungun 25.000,- 806 | 125.000,-| 4032| 160.000,-| 51,62
Mandailing Natal 15.000,- 4,00| 180.000,-| 48,00| 180.000,-| 48,00
Labuhan Batu 50.000,- | 11,24 | 200.000,-| 44,94 | 195.000,-] 43,82
Tapanuli Selatan 10.000,- 2,47 | 200.000,-| 49,38| 195.000,-| 48,15
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Begitu pun, secara kantitatif, bila seluruh pengeluaran
rutin per bulan orangtua dijumlahkan, tampak dengan jelss
baltwa pengeluaran rutin yang harus dibelanjakan orangtus
ke pondok pesantren kota Medan lebih besar bila dibanding
dengan pondok pesantren luar kota Medan. Secara fici
pengeluaran rutin bulanan orangtua santri MTs dan MA
pondok pesantren Sumatera Utara berdasarkan komponen

SPP, konsumsi, dan lain-ain tersebut dapat dilihat pads -

Simalungun (50,01%). Posisi tersebut berturut-turut diikuti

MA pondok pesantren kota Medan (49,40%), kabupaten

Madina (47,18%), Langkat kota (46,97%), Tapanuli Selatan
(45,22%), Labuhan Batu (44,44%), Deli Serdang (42,47%),

dan akhimya Langkat pingir kota (36,66%).
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D. Besaran Unit Cost Konsumsi Harian dan Belanja
Per Bidang Studi
Pada prinsipnya, belanja wajib yang secara kontiniu
barus tetap ada dan tersedia bagi kontinuitas pendidkan
santri pada suatu pondok pesantren adalah menyangkut dua
komponen pokok, yaitu dana konsumsi harian dan SPP. Hal
i bukan bermaksud menyatakan bahwa biaya komponen
l2in di Juar kedua komponen ini tidak penting, tetapi dari
Sudut urgensinya bagi keberlanjutan pendidikan santri, maka
biaya konsumsi harian dan SPP merupakan biaya wajib
Yang harus ada dan dibayarkan orangtua atau keluarga santri
ke pondok Ppesantren.

Berapakah besaran riil unit cost santri pondok
Pesantren Sumatera Utara per hari untuk komponen kedus
¥omponen ini?. Berdasarkan data scbagaimama dipaparkan
terdahulu, bila dihitung besaran ril rats-rata wnif cost santr
Untuk konsusmi perhari, maka rangking pertama ditempatl.
%cata bersama oleh pondok pesantren kabupaten Del
Serdang dan Labuhan Batu, yaitu sebesar Rp. 666,67
POSisi kedug ditempati pondok pesantren kota Medan
Sengan nominal Rp. 6.416,66.-, posisi ketiga ditempat olet
Pondok pesantren kabupaten Deli Serdang dengan nomina!

RD. 6250, posisi keempar ditempati pondok pesanfrer
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kebupaten Madina dengan nominal Rp. 6.000,-, posisi
kabupaten Langkat dengan nominal Rp. 5.666,67,- (pinggif

kota) dan Rp. 4.333,33 (kota), dan posisi ketwyjuh atan
te.rakhir ditempati oleh pondok pesantren kabupaten
Simalungun dengan nominal sebesar Rp. 4.166,67,
Secara rinci besaran riil unit cost santri untuk
Konsumsi harian ini bisa dilihat pada tabel 39.
Tabel 39: Unit Cost Konsumsi/Makan-Minum Santri MTYMA
Pondok Pesantren Sumatera Utara/ hari (30 bhari)

o —

_Unit Cost Sant_ri'- .

pr——
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‘Kemudian, bila dihitung besaran riil wnit cost santri
MI's podok pesantren Sumatera Utara per bidang studi per
bulan, maka biaya tertinggi pertama ditempati oleh pondok
pesantren kota Medan, yaitu dengan nominal sebesar Rp.
7.857,14,-, kemudian posisi tertinggi kedua ditempati secara
bersama oleh pondok pesantren kabupaten Deli Serdang dan
Labuhan Batu dengan nominal sebesar Rp. 3.571,42.,
posisi ketiga ditempati pondok pesantren kota di kabupaten
Langkat dengan nominal sebesar Rp. 3.214,28,-, posisi
keempat ditempati pondok pesantren Simalungun dengan
nominal sebesar Rp. 1.785,71,-, posisi kelima ditempati
pondok pesantren pinggir kota di kabupaten Langkat dengan
nominal sebesar Rp. 1.428,57,-, posisi keenam ditempati
pondok pesantren kabupaten Madina dengan pominal
sebesar Rp, 1.071,42,- dan posisi kefujuh ditempati pondok
Pesantren kabupaten Tapanuli Selatan dengan nominal
sebesar Rp. 714,28,

Sama halnya dengan MTs, untuk jenjang MA, fm‘m"j
unit cost santri per bidang studi per bulan rangking tertinggt
juga ditempati oleh MA pondok pesantren kots Medan
dengan nominal sebesar Rp. 892857~ Posisi berikutnya
secara berturut-turut ditempati olel pondok pesantren
kabupaten Deli serdang dengan nomine! sebesar Rp. 3000

nominal
Pondok pesanren kabupaten Labuhan Batu Gen8E%
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Tabel 40: Besaran unit cost santri per bidang studi/ bulan (jenjang MTs dan MA)

Unit Cost Siswa
Kabupaten Kota Jenjang MTs Jenjang MA
Rata-Rata Unit Rata-Rata Unit
SPP Perbulan | Cost/ bid. Studi SPP Perbulan Cost/ bid. Studi
Rp) (Rp)

Medan 110.000,- 7.857,14,- 125.000,- 8.928,57,-
Deli Serdang 50.000,- 3.571,42,- 70.000,- 5.000,-
Langkat Kota 45.000,- 3.214,28,- 45.000,- 3.214,28,-
Pinggir 20.000,- 1.428,57,- 20.000,- 1.428,57,-
Simalungun 25.000,- 1.785,71,- 35.000,- 2.500,-
Mandailing Natal 15.000,- 1.071,42,- 21. 500,- 1.535,71,-
Labuhan Batu 50.000,- 3.571,42,- 50.000,- 3.571,42,-
Tapanuli Selatan 10.000,- 714,28, 15.000,- 1.071,42,- \
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sebesar Rp. 3571,42,~, pondok pesantren kabupaten Langkat

dengan nominal sebesar Rp. 3214,71,- (pesantren kota),
pondok pesantren kabupaten Simalungun dengan nominal
sebesar Rp. 2500,-, pondok pesantren kabupaten Madina
dengan nominal sebesar Rp. 1535,71,-, pondok pesantren

kabupaten Langkat (pinggir kota) dengan nominal sebesar
Rp. 1428,57,, dan akhimya pondok pesantren kabupaten

Tapanuli Selatan dengan nominal sebesar Rp. 107142

Secara rinci data tentang hal ini bisa disarikan ke dalam

tabel 40 berikut:
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E. Diskusi Hasil Penelitian

Secara khusus penelitian ini menemukan bahwa
konstribusi pemerintah dalam pembiayaan pendidikan pada
pondok pesantren masih relatif rendah. Berdasarkan revenue
atau sumber biaya pendidikan pondok pesantren Sumatera
Utara scbagaimana tertera dalam RAPBPP, baik untuk
Jenjang MTs maupun MA, orangtua atau keluarga santri
merupakan penyedia utama terbesar yang banyak
menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan pondok
pesantren di Sumatera Utara, Pada jenjang MTs, konstribusi
orangtua atau keluarga santri bahkan mencapai 92,03% dari
total sumber pembiayan pendidikan pondok pesantret
Sedangkan pada jenjang MA, pada pondok pesantren kota
Medan, kabupaten Deli Serdang dan Labuhan -
konstribusi orangtua atau keluarga santri bahkan mencapéi
100%,

Bila dilihat secary kuantitatif, persentase tertings
konstribysi pemerintah dalam membiayai pendidika®
Pondok pesantren di Sumatera Utara baru mencapai 9.86%
untuk tingkat MTs dan 8,45% untuk jenjang MA. Dalam hal
u memang ada pengecualian, yaitu konstribusi pemerintah
"k MTS podok pesantren kabupaten Mading 98"
dkatakan tergojong tinggi, Kkhususnya Musthafawiys"
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Purbabaru, yang mencapai 57,51%. Namun pengecualian ini
pun harus dengan catatan, yaitu jumlah dana yang diterima-
MTs pondok pesantren dari pemerintah hanya berasal dan
satu sumber, yakni dana BOS Dikarenakan jumlah santri
pada pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru mencapai
5792 orang, maka otomatis besarmnya dana BOS yang
diterima pondok pesantren ini paling besar diantara seluruh
pondok pesantren yang di studi. Sedangkan dalam kasus
pondok pesantren lainnya, dikarenakan jumlah santri yang
telatif sedikit, maka mereka hanya menerima dana BOS
yang jumlahnya relatif kecil. -
Ada beberapa catatan untuk temuan penelitian 1ni,
Pertama, hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan
femuan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa
konstribusi pemerintah memang lebih kecil bila dibanding
dengan orangtua dalam membiayai penyelenW
Pendidikan, Penelitian yang dilakukan Dedi Supriadi
tentang satuan biaya pendidikan dasar dan menengah pada
lembaga pendidikan negeri di Indonesia menemukan bahwa
bila dihitung total biaya per siswa yang memungkinkan
Mereka dapat mengikuti proses pendidikan di sekolah, pe@
Pemerintah dalam pembiayaan pendidikan hanya meliputi
19-30%, sedangkan dana masyarakat (selain orangtua) dan
Sumbangan lainnya hanya memberikan konstribusi 1-4%.
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Karenanya, sebahagian besar, yaitu 68-80% biaya
pendidikan ditanggung orangtua.' Kesimpulan yang sama
sebelumnya juga pemah ditemukan SMERU dan Bank
Dunia dari hasil survainya tentang layanan pendidikan dasar
pada lima kabupaten dan lima kota di Indonesia. Dengan
tegas, hasil suvai tersebut menyimpulkan bahwa jka
dibandingkan dengan dana yang langsung diperoleh dari
pemerintah, konstribusi orangtua murid cenderung lebil
besar.”

Kedua, secara umum konstribusi _institusi-institusi
funding pendidikan lainnya juga masih sangat rendah
Sepertinya, tanggung jawab masyarakat (di luar orangtus),
yayasan funding pendidikan, dan dunia usaha masib pertd
dipertanyakan dalam keikutsertaan mereka mencerdasaken
kehidupan bangsa secara menyeluruh. Padahal, sesual
dengan jiwa dan semangat konstitusi 1945 dan Undaog:
Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, masyarake!
(termasuk sektor swasta) seharusnya ikut bertanggung jo¥a

1 ! §
Infml dan analisi 4 lihlt M
Supriadi 1818 yang lebih mendalam ,
Remaja . B’“),Jg:;;dld;m Dasar dan Menengah (Banduoé
2y . A
Lihat Nina Toyamah : i Anggar®
Pendidikan a: dan Syaikhu Usman ‘Alokas
s:egﬂd;kﬁ,d' Era Otonomi Daerah Tersedia online di hitp/We®
OF.i mpon.Diaksegpadamnggal40ktober2006.
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secara optimal dan berpartisipasi aktif dalam memfunding
pondok pesantren untuk membiayai pendidikannya.

Berdasarkan point kedua di atas, temuan penelitian ini
sepertinya semakin memperjelas terjadinya pergeseran
sistem pembiayaan santri antara pondok pesantren masa lalu
dengan masa kini. Pada masa lalu, terutama masa awal-awal
kehadiran dan perkembangan pondok pesantren, eksistensi
dan keberlanjutan pendidikan seorang santri atau penuntut
ilmy umumnya bergantung pada charitas atau dana
Masyarakat, baik dalam bentuk zakat, infag, waqd)
shadagah, maupun berbagai bentuk pemberian ikhlas
lninnya; atay dalam sejumiah kasus, di luar jam-jam belajar,
Para santri ikut mengelola atau menggarap sawab, ladang,
88 kebun kyai yang fidak hanya sekedar menunjokan
darma baktinya pada sang kyai, tetapi hasil kerja mereka itu
Juga dipergunakan kyai untuk membiayai makan-minum
dan penyelenggaraan pendidikan pada sustu pondok
Pesantren.

Ketiga, secara umum penelitian ini menemukan bahwa
biaya studi pada pondok pesantren temyata Icbif . ot
lbih mabal bila dibandingkan dengan biaye studi PaC®
lembaga persekolahan dan madrasah non P bI::ll:
onteks ini, pada awal tahun ajaran, Orangt .

- dari
harus mengeluarkan dana yang jumlaboy? s
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dana yang dibutuhkan untuk masuk ke perguruan tinggi
agama. Tidak hanya pada awal tahun ajaran, pada setiap
bulannya orangtua juga harus mempersiapkan dana dalam
jumlah yang relatif besar untuk membiayai keberlanjutan
pendidikan anaknya di pondok pesantren. Pandangan yang
menyatakan bahwa studi di pondok pesantren biayanya
murah, sepertinya kini sudah mulai jauh bergeser. Dalam
ukuran-ukuran tertentu, sepertinya pondok pesantren sedang
bergerak ke arah pendidikan exclussive yang mahal
Fenomena belakangan ini semakin memeprlihatkan bahwa
pendidikan di pesantren sepertinya mudah dijangkau oleh
keluarga yang status sosial-ekonominya tergolong tings
Sedangken bagi keluarga yang kurang mampu secam
ckonomis, cita dan harapan menyekolahkan anak ke pondok
pesantren bisa jadi hanya merupakan ‘angan’ dan ‘impian’
belaka.

Keempat, fakta menarik dari temuan penelitian ifi
adalah alokasi atau distribusi dana atau anggaran pondok
Pesaniten yang umumnya lebih banyak dihabiskan vtk
belanja gaji dan konsumsi, Faktg ini pesis sama dengan besi
'emuan pencliian sebelumnya, baik yang dilakuke®
s kD g i D
P11l sebagaimana dikutip terdahulu, Dari sisi ini 48P
“iafirkan bahwa belanja pondok posaniren lebih domine?
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diarahkan untuk menjamin eksistensi pesantren agar tetap

survive, Karena itu, dapat dikemukakan bahwa pengeluaran

menyangkut peningkatan kualitas guru, kualitas santri’,

apalagi kualitas proses belajar mengajar, tampaknya masih

merupakan skala prioritas yang masih ‘jauh’ untuk bisa
dijangkau pondok pesantren. Meskipun korelat prestasi atau
mutu pendidikan pondok pesantren tidak menjadi variabel
¥ang turut dianalisis dalam penelitian ini, namun temuan
Penelitian ini  mengindikasikan bahwa pembiayaan
pendidikan pondok pesantren belum menyentuh aspek mutu
a0 kualitas secara signifikan. Meski demikian, unfuk
Membuktikan asumsi ini masih perlu dilakukan penelition
empirik yang bersifat ilmiah dan komprehensif.

e f,,m;.,tmhwa.terdﬂ}’ut
Y 3thiudakbumﬁ bl Uj Nﬁm
(UN) tebih tinggi auumenyﬂﬂ”hasilms‘mseo
umum.



BABYV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Fada masa-masa awal kehadirannya, pondok pesantren
mampu hidup dan berkembang dengan mengandalkan charitas
dari komunitas Muslim yang setiap saat terus mengalir, baik
dalam bentuk zakai, wagaf, infag, shadagah, dan lain-lain
Namun, dalam perkembagannya dewasa ini, sumber-sumbet
pembiayaan pondok pesantren sudah sangat variatif. Studi yang
dilakukan terhadap 14 pondok pesantren yang tersebar pada
twjuh propinsi Sumatera Utara ini menemukan bahwa secar®
umum terdapat lima sumber-sumber pembiayaan pondok
pesantren, yaitu: (1) pemerintah, (2) orangtua atau keluarga
santri, (3) yayasan, (4) infaq atau waqaf masyarakat, dan (5)
usaha pondok pesantren,

Sumber pembiayaan yang berasal dari pemefintah terdiri
dari dana BOS dan RAPBD pemerintah daerah. Dana YAi8
berasal dari orangtua diperoleh pondok pesantren SPP da%

konsumsi santri, Dang yang berasal dari yayasan diperoleh
Pondok pesantren dalam bentuk uang tunai yang umumY?
Aberkan pada saat-soat poncok pesantren mengalami masals?
*eirs dalam pembiayaan untuk Konfinuitas kelembagatnny®
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- Kemudian dan infaq atau wagaf masyarakat diperoleh pondok

Pesantren dalam bentuk bantuan pengadaan gedung atau sarana
dan uang tunai, seperti beasiswa belajar santri. Seangkan dana
yang berasal dari usaha pondok pesantren diperoleh lewat
Usaha mandiri perkebunan, peternakan, koperasi, uasaha
Potocopy, perbengkelan, dan lain-lain.

Penclitian ini menemukan bahwa konstribusi pemerintah
Gan masyarakat (di luar orangtua atau keluarga santri) dalam
keikusertaan membiayai pendidikan pada pondok pesantren di
Sumatera Utara  masih tergolong rendah. Untuk jejang
Pendidikan MTs, kecuali MTs pesantren Musthafawiyah
Madina, konstribusi tertinggi yang diberikan pemerintah baru
Mencapai angka 9,86%. Untuk jenjang MA bahkan lebih
Wemprihatinkan, dimana konstribusi tertinggi yang diberikan
Pemerintah baru mencapai angka 8,45%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa
a2 umum ada dua komponen utama yang dibiayai pondok
Pesantren, yaity pengeluaran untuk membayar gaji dan non
Bi. Bila dirinci, komponen non gaji mencakup tujub
tompone Pengeluaran, yaitu: (1) belanja ATK, (2) langganan
%ya dan Jasa, (3) kegiatan belajar-mengajar, (4) pemeliharaaﬂ/
Pefavatan gedung dan sarana, (5) pembinaan dan peningkatan

25 gun, (6) konsumsi santri dan gum, dan ()
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pengeluaran lain-lain seperti untuk biaya porseni, kegiatan
ekstra kurikuler, dan insentif guru,

Dari seluruh pengeluaran di atas, belanja gaji dan
konsumsi - santri/guru merupakan komponen pembiayaan
terbesar pertama dan kedua yang secara berkelanjutan dibiayai
pondok pesantren. Di luar kedua komponen tersebut, secara
berturut-turut pengeluaran yang dibiayai pondok pesantren
adalah belanja untk KBM, langganan daya dan jase
peningkatan kualitas pendidik, dan komponen lainnya.

Dalam konteksnya dengan belanja orangtua atau keluargs
santri, pada awal tahun ajaran, untuk jenjang MTs pondok
pesantren terdapat 22 item pembiayaan yang harus dibiaysi
orangtua santi. Dari seluruh komponen tersebut, uang pangkel
dan biaya konsusmi merupakan pengeluaran terbesar yang
Tienempati posisi pertama dan kedua, Dari 22 item pembiaysan
tersebut, rata-rata biaya yang dikeluarkan orangtua mencapai
Rp. 1.213,000. (belanja terendah) sampai Rp. 3.383.000
Selavja tertinggi ditempati oleh MTs pondok pesantren kot

Wdaﬂ dan terendah MTs pondok pesantren kabupaten
Simalungyn,

L

Pulub item pembiayaan yang harus didand!
PTAn8ta atau keluarga, Dari dug puluh jtem terscbut, U898
Peagkal, pembelian pakaian, pembelian Kitab, dan konsumSi
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merupakan komonen pembiayaan terbesar yang harsu di biayai
Orangtua pada awal tahun ajaran. Rata-rata, orangtua harus
membelanjakan sebsear Rp. 1.326.500,- (nelanja terendah)
sampai Rp. 3.433.000,- (belanja tertinggi). Sama halnya
dengan jenjang MTs, biaya tetinggi dibayarkan orangtua yang
mandafiarkan anaknya ke pondok pesantren kota Medan dan
lerendah ke pondok pesantren kabupaten Simalungun.
Berkaitan dengan belanja rutin bulanan, sedikitnya ada
lima. item pembiayaan yang haarsu didanai orangtua secard
berkelanjutan, yaitu: (1) biaya SPP, (2) konsumsi, (3) bayar
8Sarama atau pondokan, (4) uang saku santri, dan (5) cuci
Pekaian. Dai lima item tersebut, baik untuk jenjang MIS
Maupun MA, biaya tertingi sampai terendah yang secarm
berturut-turut dibelanjakan orangtua ditempati oleh uang sak.
konsumsi, SPP, biaya asrama/ pondokan, dan cuci pakaiz
Rata-rata orangtua santri jenjang MTs mengeluakan biaya
sebesar Rp, 280,000, (biaya terendah) sampai Rp. 612.500,-
(biaya tertinggi) setiap bulannys. Belanja tertinggf bulanan
dibayar orangtua yang menyekolahkan anaknya ke pondok
Pesantren kota Medan dan terendah ke pondok pesantren

. inggir kota.
kabupaten Langkat untuk tipologi pesanter P‘“gg‘; 5
o Uﬁn
Sedangkan niano MA, rata-rata belanja f utg
untuk jenjang posar Rp. 300000

yang dibayarkan orangtua adalah s¢ o]
(belana tcrondah) sampai Rp. 627500 (betan® rtingg!
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Belanja tertinggi dibayarkan orangtua ke MA pondok
pesantren kota Medan dan terendah ke MA pondok pesantren
kabupaten Langkat untuk tiplogi pesantren pinggir kota.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari seluruh
pondok pesantren, dapat dikemukakan bahwa rata-rata seorang
santri harus mengeluarkan biaya antara Rp. 7857,14,- (belanja
tertinggi) dan Rp. 714.28~ (belanja terendah) untuk unilcost
satu bidang studi dari 14 bidang studi yang mereka pelajari di
pondok pesantren. Sedangkan untuk konsumsi, rata-Tatd
seorang santri harus membelanjakan antara Rp. 641666
(tertinggi) dan Rp. 4166,67,- (terendah) untuk setiap harinya-
Berdasarkan data sebagaimana dideskripsikan dalam
laporan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sumber dana
terbesar penyelenggaraan pendidikan pada pondok pesantreh
Sumatera Utara diperoleh atau berasal dari orangtud atau
keluarga santri. Untuk jenjang MA pondok pesantre™
konstribusi orangtua atau keluarga santri ini bahkan mencapel
100%.  Karenanya, konstribusi  pemerintah dalam
keikutsertaannya membiayai pendidikan pondok pesantre®
dapat dinyatakan masih terolong rendah. Untuk jenjang MTS:
kecuali pondok pesantren Musthafawiysh Purbabaru Madin®

konstribusi tertinggi pemerintah baru mencapai 9,86% dan
untuk jenjang MA baru sekitar 8,45%.
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rekomendasi penelitian ini, yaitu:
Untuk menjamin  kontinuitas, pengembangan, dan
' peningkatan kualitas pendidikannya, seluruh pondok
| m" Sumatera Utara perlu menciptakan terobosan
~ baru dalam mencari channel of fund dari berbagai revené
830 sumber-sumber pembiayaan pendidikan potensial dan
- Memungkinkan, Upaya tersebut bisa dilakukan dengan
berbagai cara. Pertama, merintis kembali pemberdayaan
kst umat Islam melalui zakst produktif di bidang
pendidikan. Kedua, menjalin kemitraan atau kerjasama
dengan para pengusaha atau dermawan Muslim dalam
bentuk imbal jasa, seperti pondok pesantren menawarkan
tenaga pembimbing atau penyuluh agama yang diperlukan
Masyarakat atau usahawan Muslim sementara itu Par?
Wsahawan atay dermawan Muslim memberikan finndingey?
k¢ pondok pesantren, Ketigs, merintis dan atau
secara profesional unit-unit usaha mandiri
Pondok pesantren, baik perkebunan, peternaken, koperas,
Perbengkelan, dan lainain. Untuk itu, pondok pesect™™”
bisa menjalin kerjasama dengan para pengusahe Muslim

—_r—ﬁ __ ».4_-_

Spae T



Unit Cost Santri 130

yang .bergerak dalam bidang yang sama, baik dalam hal
max‘xajemen, pembiayaan, maupun pemasaran hasil
hasilnya. Keempar, melakukan diversifikasi pembi :
melallui Jalinan kerjasama dan permohonan bapnerntua:“::uu
::::aim kepada pengusaha atau dermawan Muslim
cngah atau dengan perguruan-perguruan tinggl
(I:.elam di kawasan ity, Kepada para pengusa.hau:tgflll
= :
Depm‘:::nM:ah: melalui persetujuan pemerintah via
b s pendamana, po.n(.iok pesantren bisa mengajukan
L) .pendldlkan, baik melalui hibah maupun
P Jangka panjang. Sedangkan kepada
o pc::nrguruan tinggi Islam di Timur Tengah,
e t!en bisa mengajukan permohonan bantuan
dibutuhkanpensg:z: atau kitab-kitab klasik yang banyak
Emerr .untuk belajar di pondok pesantren.
) dasamyb/:ushm, khususnya pengusaha dan dermawan,
AR j:nwaberupakan bagian yang tidak terpisahkan
Untuk itu, san p.enyelenggamn Pl
konstribusi makg:maldlpeﬂukan e
: keikutsertaan
::z‘::ﬂi pendidikan  pondok pes::e:ka sxg
mengajukmm Pengusaha atau demawan Muslim bisa
Permohonan bantuan tenaga pembimbing 8tau

. Mengingat masih rendahnya konstribusi
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penyuluh agama yang mereka perlukan dari pondok

pesantren.
pemerintah dalam

pendanaan pendidikan pada pondok pesantren Sumatera
Utara, maka melalui penelitian ini diharapkan: (1)
pemerintah pusat melalui Departemen  Agama RI
hendaknya membuat kebijakan yang terprogram untuk
meningkatkan bantuan pembiayaan pendidikan pondok
pesantren secara berkesinambungan, (2) pemerintah daerah
tingkat satu dan dua hendaknya mencantumkan SeCara

eksplisit alokasi dana atau bantuan pembiayaan untuk
mendanai penyelenggaraan pendidikan pada pondok

(3) pemerintah pusat dan aiau
hendaknya menyediakan jahan atau hak bagi pengusahaan

lahan untuk perintisan maupun pengembangan usaha
mandiri pondok pesantren. Dalam kerangka ini, pemerintah
perlu mengkaji secara serius penerapan konsep land grand

college bagi kontinuitas pendidikan pada seluruh pondok
pesantren di Sumatera Utara khususnya dan Indonesia

umumnya.



PUSTAKA ACUAN

 Dedi Supriadi dan Fasli jalal, ‘Pendanaan Pendidiken di

Indonesia dalam Dedi Supriadi dan Fasli Jalal (ed),
Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah
(Yogyakarta: Adicita Karya Nusa), 2001.

; Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah

(Bandung: Remaja Rosdakarya), 2003.

Ditjen' PUOD, Penelitian dan Pengkajian Satuan Biaya
Sekolah Dasar (Jakarta: Ditien PUOD Departemen
Dalam Negeri), 1993.

D. Clark, et. al., Financing Education in Indonesia (Manila:
ADB, 1998).

James H. McMillan dan Sally Schumacher, Research in
Education: A  Conceptual  Introduction (New
York:Longman, 2001)

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed), Metode
Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, 1989)
sih Danumihardja, Manajemen Keuangan Sekolah (Stud{
manajemen  Keuangan SLTP dalam Implementast
otonomi Daerah (Jakarta: Uhamka Press), 2004.
Moch. Ydoci Anwar, Transformasi Biaya Pendidikan dalam
Layanan Pendidikan pada Perguruan 1inggi Bandung
i (Bandung: PPs IKIP Bandung), 1990.
fakhry Ghaffar, Konsep dan Filosofi Biaya pendidikan
4 (Yakarta: Depdikbud, 1987).
g Fatah, Lkonomi dan Pembiayaan Pendidikan
Remaja Rosdakarya), 2002.



@
—
3
3
S
5

Nina Toyamah dan Syaikhu Usman ‘Alokasi Anggaran

KUESIONER
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e Kuesioner ini digunakan untuk menghimpun data penelitian yang begjudul UNIT Ooamga

ANTRE [ 3 kan kesediaan
UMATERA UTARA. Dalam rangka itu, kami menghaap
i sy i didikan, dan bendahara/ direktur keuangan pondok pesantren
i gguhnya. Data atau informasi
ndute pondok pesantren,

akurat perihal #nit cost santri dan sumber-

impt didikan, dan bendahara/ direktur keuangan
ada Yth. para pimpinan umum, kepala satuan pen g . = e 4
monmowuhmm»bﬁg dimohonkan kesediaannya untuk mengecek rnB_u»r pencatatan ¢ yang

dilakukan peneliti lapangan. Atas kerjasama dan baantuan yang diberikan kami ucapkan tenma kasih.
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Item Pertanyaan

1. Jumlah seluruh santsd saat ini :

1.1. tingkat menengah pertama/ MTs: .....ooiiiiiiiiininee.
1.2. tingkat menmengah atas/ MA: ......ooiiiiiiiniiiiiii

2. Jumlah santsi berdasar jenjang pendidikan (tahun 2005/2006):

Kelas 2 Kelas 3
N | Jenjang Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 1 e Total
o Tk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr| Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | P
01 | MTs ’
02 | MA
Jumilah
3. NEM santri baru yang masuk ke pesantren ini pada tahun 2005 lalu:
N NEM JENJANG
5 MTs MA
01. | Tertinggi
02. | Terendah
03. | Rata-Rata J
di Sumatera Utara.
Identitas Pesantren
®* Nama Pesantren

* Jenjang Pendidikan
®*  Alamat Pesantren
- Desa
- Kecamatan
- Kab/ Kota T RS P e S
®* Lokasi Pesantren:
(@ diibukota kabupaten/kota
(b) di pinggiran kabupaten/kota
() di pedesaan*

------------------------------------------

------------------------------------------

* Beri tanda silang (X) pada sakh satu huruf a, b, atau ¢



6.3. sekitar Rp. 1.001.000 s.d. Rp 1.500.000,-
6.6. sekitar Rp. 1.501.000 s.d. Rp. 2.000.000,-
6.7. lebih dari Rp. 2.000.000,-

7. Jumlah Ustade/ Tuan Gury (sampai tahun 2006 ini):
H:Bg Total
No | Status Lakilak Perempuan

01. | Guru tetap PNS (DPK)

02. | Gutu tetap yayasan
03. | Guru honorer

(misalnya 1:30, artinya Seorang ustady/ tuan guru rata-rata menangani 30 santri; caranya dengan
membagi jumlah sants dengan jumlah ustady/ tuan guru)

4. NEM lulusan pesantren ini pada tahun 2005 lalu:
o N T JENJANG

01. Tertinggi
02. | Terendah

03. | Rata-Rata

5. Pekerjaan orangtua/wali santn:
No Jenis Pekerjaan Jumiah Total (%)
01. | Petani

02. | Pedagang

03. | Pegawai Negen Sipil (PNS)
04. | ABRI

05. | Pensiunan PNS/ ABRI

i : \
Jumlah | g

* tuliskan

6. Perkiraan rata-rata penghasilan orangtua santr (ayah dan ibu) per bulan (beri tanda silang pada salah

satu nomor):

6.1. kurang dari Rp. 250.000,-

6.2. sekitar Rp. 251.000 s.q. Rp 500.000,-
6.3. sekitar Rp. 501.000 s.d. Rp 750.000,-
6.4. sekitar Rp. 751.000 s.d, Rp 1.000.000,-



12. Dari total RAPBPP di atas, berapa kira-kira perbandingan antara dana yang bersumber dan santri/
orangtua santri, pemerintah, dan sumber-sumber lainnya:

2003/2004 2004/2005 2005/2006 Total

No Sumber dana (%%
Jumlah (Rp) | jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) R
1. Santri/ orangtua santri
2. Pemerintah
3. Yayasan
4. Infaq/ wakaf
5. Usaha pondok pesantren:
- Koperasi
- Perkebunan ................
- Peternakan ...................
Jumlah
* tuliskan
13. wgﬁwggggbgg&ggugugg belakangan ini:
No Tahun Bentuk bantuan | Jumlah

No Sumber-Sumber i
| Pembiayaan Ada/tidak ada* Jumbh ®Rp) | % 2
01 | Santri/ Orangtua santri
02 | Pemerintah
03 | Yayasan
04_| Infaq/ wakaf
05 | Usaha pesantren:
a. Koperasi
b. Perkebunan ......... .. ..
c. Peternakan ........ ... ... ..
R A e - NI
Total
tubiskan salah satu ** tuliskan jenis usaha

untuk keperfuan gaji dan non gaji: trea (RAPBPP) pada 3 (tiga) tahun terakhir
No | Tahua _.8%_.&»3 Pengeluaran (Rp)
1 | 2003/2004 = % | Nongai | % i g
2. | 2004/2005 \
3. | 2005/2006 \
Jumlah \ ‘ \
|




04 | Bendahara
05 | Kepala asrama
06 | Ustady/ taan guru
07 | Pegawai
08! B . 8l S, Bl e casnnssis
* taliskan
16. Sistem penggajian #sfady/ tuan guru:
No Status Sistem pengpajian
01 Guru tetap PNS (DPK) Per bulan/ per tahun*
02 | Guru tetap Yayasan Per bulan/ per tahun*
03 | Guru honorer Per bulan/ per tahun*
e e ** | Per bulan/ per tahun*
* coret salah satu
k¥ gg
17. Sistem bayaran SPP santri:
No Bentuk pembayaran Sistem pembayaran Besaran/ jumlah
01 | Uang kontan (cash money) Per bulan/ per tahun* Rp.
02 | Beras Per bulan/ per tahun* | .......... Kg/ klg*
03 | Beasiswa Per bulan/ per tahun* Rp.
04 | Dana BOS Per bulan/ per tahun* | Rp.
B e ** | Per bulan/ per tahun* F osvesss . ... ...
* coret salah satu

Uang (cash money)
03 2005/2006 Bantuan sarana *
T e i R e S ki
* tuliskan jenis sarananya
** tuliskan bentuk bantuan lainnya
14. Jenjang penggajian ustadg/ tuan guru di pesantren ini:
No | s Jenjang Penggajian (Rp)
Menengah pertama/ MTs Menengah atas/ MA
01 | Guru tetap PNS (DPK)
02 | Guru tetap Yayasan
03. | Guru honorer
g‘ ............................ *
¥ tuliskan
15. Besaran gaji personil pesantren berdasarkan jabatan/ tangung jawab
No Jabatan/ tangung jawab Gaji Rp) Total (%)
01 | Pimpinan umum/ kyai/ syech
02 | Pimpinan satuan pendidikan
- kepala/ direktur
- wakil kepala/ direktur
- kepala tata usaha
03 | Sekrtetaris




O Pembelian buku pelajaran/ kitab

o Sumbangan sosial/ kemalangan
o PHBI

L]

................................................

.................................................

.................................................

-------------------------------------------------

.................................................

* tuliskan salah satu
** tuliskan kalau masih ada yang lainnya

FRORIE ol At T e SR S STt

--------------------------------------------

’//

Rutin (tidak dibayarkan ke pesantren):
O Biaya transportasi

o Uang saku

O Pembelian buku dan alat tulis

.............................................

.............................................

Insidental (tidak dibayarkan ke pesantren):
O Pakaian seragam sekolah

O Pakaian shalat/ ibadah

O Pakaian olah raga

© Alat olah raga

© Pembelian sepatu

O Pembelian tas




lama tiga tahun terakhir:
kiraan penggunaan dana atau pengeluaran pondok pesantren se tiga
19. Rata-rata per.

>@N\ Rata-Rata vnﬁmﬂ—g Awm& Total Ao\ o.v

No depis Fongrinsen tidak* | 5003704 | 2004705 | 2005/06

1. | Pengeluaran rutin:

Bgﬁgggwsm?g%gﬂggg gﬁr»ﬂfog
santri/ orangtua santri:
No Komponen yang dibiayai Ada/tidak* | Rata-rata pengeluaran

1. | Rutin (dibayarkan ke pesantren):
© Uang SPP

© Biaya yjian ulangan umum
O Biaya ujian nasional

.............................................

.............................................

2. | Insidental (dibayarkan ke pesantren):

O Uang pangkal/ uang bangunan
O Pakaian seragam/ atribut santr \




O sayur-mayur

Perpustakaan Pesantren:

© pembelian buku/kitab

O photocopy buku/kitab

O pemeliharaan buku/kitab

8.

Usaha kesehatan/ klinik

9.

Kesejahteraan xstadz/ ab

10.

Kesejahteraan pegawai

11,

Biaya Operasional Tata Usaha
Pesantren

]




20. Strategi yang ditempuh pondok pesantren dalam mencari sumber-sumber unif cost santsg di masa depan:

No Sumber-Sumber Pembiayaan Target b dip nno_nru Qwvwv diharapkan Total (%)

01. | Santri/ orangtua santri

02. | Yayasan/ lembaga donor

03. | Pemerintah

04. | Infaq/ wakaf masyarakat

05. \IS»E pondok pesantren

\.'\L‘

—~1_ |










